SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian
tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor : 900-4700 Tahun
2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam
Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah,
telah ditetapkan Surat Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 900.1.1/1117/Keuda tanggal 12
Maret 20025 hal : Persetujuan Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran
2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6037) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6377);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari
Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 50).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018
tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor.... Tahun
2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

A

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
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Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagai
penghargaan atas disiplin kerja ASN dilingkungan Pemerintah Daerah
sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir yang bertujuan untuk
meningkatkan motivasi bekerja.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka
kredit.

Masa Kerja adalah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pelaksanaan kerja
termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kabupaten, provinsi dan
nasional di luar tugas rutin pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam
pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan
pelayanan aparatur.

Jam Kerja adalah kurun waktu pelayanan efektif untuk melaksanakan
tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur dari waktu mulai jam
masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Pengurus Barang adalah ASN yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-
PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
PD.

Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang
di tandatangani oleh pengguna anggaran yang memuat nama PNS,
jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang,
pulang cepat, meninggalkan kerja selama jam kerja tanpa izin, tidak
hadir dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS,
Jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang,
pulang cepat, meninggalkan jam kerja tanpa izin, tidak hadir

Cuti adalah keadaaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
perundang-undangan yang berlaku.
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Surat Keterangan Keluar Jam Kerja adalah Surat yang menerangkan
bahwa PNSD mendapat perintah atasan langsung untuk melaksanakan
pekerjaan di luar kantor dan bisa melebihi batas waktu perekaman jam
kerja.

Mutasi Kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang
didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,
prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan
itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
agama, ras atau golongan.

Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan dalam satu kelas
dengan jumlah peserta didik yang banyak dan penyampaian materi
kepada peserta didik secara bersamaan.

Nilai akhir hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
adalah akumulasi dari nilai lembar hasil evaluasi internal akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, nilai penyerapan anggaran dan nilai
capaian kinerja perangkat daerah.

Pasal 2

Maksud pemberian TPP sebagai penghargaan terhadap penyelesaian
beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan
kesejahteraan ASN.

Tujuan pemberian TPP untuk terwujudnya peningkatan :

a. etos kerja, produktivitas dan prestasi kerja ASN dalam pelaksanaan
tugas-tugas kedinasan;

b. disiplin ASN; dan

c. kesejahteraan ASN.

Pasal 3

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :

a.

b.

Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai
dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan
perencanaan kinerja yang ditetapkan.

Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh
kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.

Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk
menjamin kesejahteraan pegawai ASN.

Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
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BAB 11
PENERIMA, HARI KERJA DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 4

Penerima TPP adalah ASN untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan
Pemerintah Daerah berdasarkan Kriteria yang ditetapkan.

Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :

a. ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada
Perangkat Daerah;

b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;

c. ASN diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;

d. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/lembaga negara
dan/atau lembaga lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Lain;

e. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas
tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f. ASN yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang
bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;

g. ASN yang sedang dalam proses mutasi ke Pemerintah Daerah lain
dan/atau Pemerintah Pusat yang telah terbit surat mutasi dari pejabat
berwenang;

h. guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah

cuti diluar tanggungan negara.

e
.

Bagian Kedua
Hari kerja
Pasal 5

Hari dan Jam kerja PNS ditetapkan sebagai berikut:
a. hari senin sampai dengan hari kamis

jam kerja : 07.30 s.d 16.30 WIB

istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB
b. hari jumat

jam kerja : 07.30 s.d 11.00 WIB

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah
dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pelaksanaan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin
Umar dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah menyesuaikan dengan
ketentuan Badan Layanan Umum Daerah.
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Bagian Ketiga
Perhitungan

Pasal 6

Perhitungan besarnya TPP untuk suatu Masa Kerja didasarkan pada
produktivitas kinerja dan disiplin kerja.

Perhitungan berdasarkan pada produktivitas kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi e-kinerja yang dikeluarkan
oleh Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan hasil evaluasi
kinerja pegawai dengan predikat meliputi :

a. sangat baik;

b. baik;

c. kurang;

d. butuh perbaikan;

€. sangat kurang;

Penilaian Produktivitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan variabel
perhitungan:

a. hasil kerja; dan

b. perilaku kerja.

Perhitungan berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada daftar hadir yang menggunakan absensi dengan

variabel disiplin, meliputi:

a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;

b. terlambat datang dan/atau pulang cepat;

c. dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan perekaman kehadiran dilaksanakan 2 (dua) kali dalam

setiap hari kerja yaitu pada;

a. pagi dimulai jam : 07.00 s/d. 07.30 WIB;

b. untuk hari senin s/d. kamis sore dimulai setelah jam : 16.31 s/d.
17.30 WIB; dan

c. untuk hari jum’at siang dimulai jam : 11.00 s/d. 12.00 WIB.

Dalam hal terdapat perubahan jam Kkerja dengan kondisi tertentu,
pelaksanaan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menyesuaikan dengan perubahan jam kerja dimaksud.

Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPP berdasarkan jumlah
kehadiran pada hari kerja setiap masa kerja.

Untuk pelaksanaan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menggunakan alat perekaman kehadiran dibawah koordinasi
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian.

Pasal 7

Dalam hal terjadi kerusakan alat perekaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (8) dapat menggunakan daftar hadir yang dibuktikan
dengan berita acara yang divalidasi oleh Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dibidang kepegawaian dan informatika.

Perbaikan dan pemeliharaan alat sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (8) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas dibidang kepegawaian dan informatika.




(3) Apabila terjadi kesengajaan pengerusakan alat sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

pada ayat (1) pada Perangkat Daerah maka akan dikenakan sanksi
pemotongan TPP kepada pegawai yang melakukan pengerusakan
sebagaimana dimaksud selama satu bulan berkenaan dan sanksi sesuai
peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prinsip Khusus Pemberian TPP ASN

Pasal 8

Pemberian TPP dibayarkan kepada pegawai ASN berdasarkan pada :

a. Penilaian produktivitas kerja, dengan bobot 60% (enam puluh
persen) dari besaran TPP yang diterima; dan

b. Penilaian disiplin kinerja, dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian oleh
pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang
dipimpinnya.

Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran
pegawai melalui absensi elektronik.

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

BAB 111
KRITERIA TPP

Bagian Kesatu
Kriteria TPP

Pasal 9

TPP diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

a. TPP berdasarkan beban kerja;

b. TPP berdasarkan kondisi kerja;

c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas
melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma
lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh
puluh) jam perbulan.

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan
tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan,
keamanan jiwa, dan lainnya.

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Kedua
Besaran TPP

Pasal 10

Besaran TPP untuk setiap jenjang jabatan tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN, TAMBAHAN, PEMOTONGAN DAN PENUNDAAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan
berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
sejak bulan Januari pada tahun berkenaan.

(3) Khusus pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir
bulan Desember tahun berkenaan.

(4) Setiap pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan
yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan
PPPK.

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK yang baru diangkat dibayarkan
terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT).

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari besaran TPP kelas jabatan sesuai dengan jabatan yang
tercantum dalam pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS
sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi
PNS.

(4) Dalam hal setelah terbitnya Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS
dan PPPK belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia
jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus persen) dari
nilai TPP kelas jabatan terendah berdasarkan jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

Apabila terjadi mutasi Pegawai antar Perangkat Daerah, promosi jabatan
struktural, dan / atau penyesuaian golongan ruang maka pembayaran TPP di
dasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian.
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Pasal 14

Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

TPP melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dokumen sebagai berikut:

surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja;

rekapitulasi TPP berdasarkan disiplin kerja;

perhitungan TPP berdasarkan disiplin kerja; dan

dokumen lain yang dipersyaratkan.

a0

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Tambahan

Pasal 15
Dalam hal ASN menjabat sebagai Plt atau Plh diberikan TPP tambahan.

Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut :

a. Pegawai yang merangkap PIt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di
atas jabatan definitif menerima tambahan penghasilan pada jabatan
yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan pada
jabatan definitifnya;

b. Pegawai yang merangkap PIt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat
mendapat tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen)
dari tambahan penghasilan jabatan yang dirangkapnya; dan

c. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat
dibawah jabatan definitif mendapat tambahan penghasilan sebesar
20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan jabatan yang
dirangkapnya.

TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh
dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat berdasarkan Surat
Keputusan.

Penetapan Pegawai yang merangkap sebagai Plt dan/atau Plh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 16

Dalam hal ASN Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Alimudin Umar yang masih melaksanakan tugas sebagai
tenaga fungsional tertentu menerima tambahan sebesar TPP tenaga
fungsional tertentu sesuai dengan jenjangnya.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal ASN fungsional tertentu yang ditunjuk untuk merangkap
sebagai kepala menejerial pada Pusat Kesehatan masyarakat menerima
tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan fungsional
tertentu yang dijabat.

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai pengurus
barang pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai pengelola gaji
pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Dalam hal ASN Pelaksana yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai Penjabat
Peratin, yang bersangkutan menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah 3 (tiga) Perangkat Daerah tertinggi
berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diberikan penghargaan
berupa penambahan TPP selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan pada
tahun anggaran berjalan.

Besaran dan syarat pemberian penghargaan (reward) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Penambahan TPP sebesar 5% bagi Perangkat Daerah yang
memperoleh nilai tertinggi dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

b. Penambahan TPP sebesar 4% bagi Perangkat Daerah yang
memperoleh nilai tertinggi kedua dikalikan besaran TPP dalam masa
kerja;

c. Penambahan TPP sebesar 3% bagi Perangkat Daerah yang
memperoleh nilai tertinggi ketiga dikalikan besaran TPP dalam masa
kerja;

Penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan sebesar
TPP yang diterima dalam masa kerja.

Bagian Ketiga
Pemotongan dan Penundaan

Pasal 18

Pemotongan TPP berdasarkan predikat produktivitas kinerja pegawai

dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Butuh perbaikan dan/atau Kurang dengan prosentase pengurangan
sebesar 2% (dua persen) dikalikan besaran TPP berdasarkan
produktivitas kinerja;

b. Sangat kurang dengan prosentase pengurangan sebesar 3% (tiga
persen).

Pemotongan TPP berdasarkan disiplin kerja dalam hal ASN:




(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

tidak masuk kerja;

terlambat datang dan/atau pulang cepat;

dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
mengikuti pendidikan, pelatihan dan tugas-tugas belajar lainnya
yang dilaksanakan secara klasikal lebih dari 25 (dua puluh lima) hari
kalender secara terus menerus dalam masa kerja; dan

e. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender dalam masa kerja
tanpa melampirkan surat cuti sakit dari Pejabat yang berwenang.

R op

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi
ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan diluar kantor yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 19

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a
diperhitungkan akumulasi penjumlahan hari kerja pada setiap masa
kerja

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b

diperhitungkan akumulasi penjumlahan jam kerja pada setiap masa
kerja.

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c
diperhitungkan per bulan dan telah mendapatkan surat keputusan dari
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan besaran pemotongan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Disiplin ASN.

Pasal 20

Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

sebagai berikut :

a. tidak masuk kerja akan dikenakan pengurangan sebesar 3% untuk
tiap 1 (satu) hari kerja dikalikan dengan besaran TPP dalam masa
kerja berdasarkan disiplin kerja;

b. terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dalam
suatu masa kerja dikenakan pengurangan sebagaimana tercantum
dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

c. setiap tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikenakan pengurangan
sebesar 1,5% dikalikan besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dalam
masa kerja;

d. setiap tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dikenakan pengurangan
sebesar 1,55% dikalikan besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dalam
masa kerja;

e. tidak masuk kerja lebih dari 50% dari hari kerja dalam masa kerja
akan dikenakan pengurangan terhadap TPP sebesar 100% dari
besaran TPP per masa kerja.




(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 21
Dalam hal ASN cuti diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari
kerja cuti dikalikan dengan besaran TPP hari kerja pada masa kerja
tersebut.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti melahirkan;

d. cuti sakit;

e. cuti karena alasan penting.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai akhir hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3 (tiga) Perangkat Daerah
terendah berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
diberikan sanksi berupa pengurangan TPP selama 3 (tiga) bulan yang
dikurangi pada tahun anggaran berjalan.

Besaran dan syarat pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagai berikut :

a. Pengurangan TPP sebesar 5% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh
nilai terendah dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

b. Pengurangan TPP sebesar 4% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh
nilai terendah kedua dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

¢. Pengurangan TPP sebesar 3% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh
nilai terendah ketiga dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan sebesar
TPP yang diterima dalam masa kerja.

Pasal 23

Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Negeri Sipil berkewajiban
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)
atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), laporan
gratifikasi, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), pengembalian
Barang Milik Daerah sebagiamana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) datur dengan peraturan Bupati tersendiri.

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pada
bidang pelaporan dimaksud.

Dalam hal Penyelenggara dan/atau ASN belum menyampaikan laporan
sesuai dengan peraturan perudang-undangan dan melaksanakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran TPP kepada penerima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditunda 100% sampai dengan
Penerima TPP meyampaikan laporan dan melaksanakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




(5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah
mendapatkan bukti dan/atau rekomendasi dari perangkat daerah yang
mempunyai tugas mengkoordinir pelaporan dan/atau sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Jumlah pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19
diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, dan/atau surat
teguran sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
dilaksanakan pada akhir bulan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 25

(1) TPP dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat
Daerah masing-masing pada tahun berjalan.

(3) Dalam hal anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum tersedia dan/atau mengalami kekurangan yang
dikarenakan mutasi pegawai, kenaikan jabatan dan/atau golongan maka
kekurangan dimaksud dapat diperhitungkan pada tahun anggaran
berikutnya.

(4) Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan pembayaran disertakan dengan bukti kekurangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 26

(I) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan.




BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
Dengan diberikannya TPP bagi ASN, maka semua bentuk honorarium pelaksana
kegiatan untuk ASN Daerah dan Honorarium Narasumber ASN Daerah dihapuskan
kecuali yang didasarkan pada prestasi Kkerja, tempat bertugas, kondisi kerja,

kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, pengelola keuangan,
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 3) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya
laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT
ttd
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd
NUKMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

SARJAK
NIP.19¥610202005011008




LAMPIRAN 1 :

TENTANG :

NOMOR : 11 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASBILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

: TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN i JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
1 _|SEKRETARIAT DAERAH  |Sckrctans Daciah T 15 Punpinan Tinggi Pratama | OB | 28.686.000,00
_ AsistnlPemcrintabandanKesta 0 | 14 )] Jabatan Stuktural oB 000
Asisten Pereckonomian dan Pembangunan 11 Jabatan Struktural oB 18.203.000,00
] = Asmttu Mmmwu\am l!mum B __IT o _Jaham-n Struktural o 18.203.000,00
Stal A il )
taf Ahli Bupati Bidang Pemerintaban 13 Jabatan Struktural oB 10.371.000,00
dan Kesra
SR MRS Dnpal Tiaang PSS 13 Jabatan Struktural oB 10.371.000,00
dan Pembangunan
Z:fl::"' Bupati Bidang Administrasi 13 Jabatan Struktural oB 10.371.000,00
Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 Jabatan Struktural 0B 6.016.000,00
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 Jabatan Struktural 0B 6.016.000,00
Kepala Baginn Hukum 12 Jabatan Struktural on 6.016.000,00
__|Kepala Baginn Perckonominn 12 Jabatan Strukturml | OB |  6.016.000,00
NG S Y 12 Jabatan Struktural oB 6.016.000,00
= Pembangunan ——— e
Kepala Bagian Pengad Barmng/Jasa 12 Jabatan Struktural oB 6.007.000,00
- Kepala Bagian Sumber Daya Alam 12 __Jabatan Struktural oB __6.016.000,00
i I ___|Kepala Bagian Umum 12 _Jabatan Struktural | OB | 6.016.000,00
Kepala Bagian Organisusi 12 Jabatan Struktural oB 6.016.000,00
- s - e
I\:puh Mg Prowiol de Koot 12 Jabatan Struktuml oB 6.016.000,00
Pimpinan
I'\‘l'PHh 1 et e e 12 Jabatan Struktuml oB 6.016.000,00
- - |Kenangan
Kepala Sub Bagian Protokol Jabatan Struktural OB 2.727.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
|JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.727.000,00
JF Peranc ang Peraturan Perundang- 10 Jabaten Pusgsional oB 2.727.000,00
" _|undangan Ahli Muda Bty
i i luh Hukum Ahli Mlldtl 9 | Jabatan Fungsional | OB 2.727.000,00
- JJF Analis Hukum e 9 1 Jabatan F Si014 _oB _2 72700000
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan l'ull_g 1 oB 2.822.000,00
JF Analis Knangan Pusat dan Dacrah Ahli o Jabatan Pungsional OB 2.822.000,00
I — |Muda e e a —
S S T S S S S S
JF PBJ Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 4.037.000,00
JF PBJ Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 3.048.000,00
JF PR Ahli Pertama 8 _Jabatan Fungsional oB 2.522.000,00
JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Perancang Peraturan Perundang- 12 Jebatan Pungslonal OB 2.059.000,00
undangan Ahli Madya
JF Perancang Peraturan Perundang- 10 Jahu - b\mgsml . OB 1.567.000,00
- N — ~Jundangan Ahli Muda s . L. SIRY . N S )
JF Perancang Peraturan Pe nm(lung— 8 Jabatan Pungsional OB 1,205.000,00
________ (undangan Ahli Pertama ¥
- A - _|JF Analis Hukum Ahli Madya mil oy 11 ~ Jabatan Fungsional | OB | 2. 05‘) noo 00
. = |JF Analis Hukum Ahli Muda 9 _Jabatan Fungsional _oB 1.567.000,00
JF Analis Hukum Ahli Pertama 8 ‘Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Penyuluh Hukum Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Penyuluh Hukum Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JP Perencana Alili Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
.':dl" ?nﬂlm Keuangan Pusat/Daerah Ahli 11 Jabatan Pungsional oB 2.059.000,00
i IMadya o S| S - o oyl
.:: J':mtlm I\mungnn Pusat/ Dacrah Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
Auda — -
JF Analis Kenangan Pusatf Dae rah Alili 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
SIS | Pertama -
! 2 |Pelaksana E—— e = : | —
| i Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 _ Pelaksana oB ' 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana oB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana - oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 0B 334.000,00
2 |SEKRETARIAT DPRD Sckretaris DPRD 11 Pimpinan Tinggi Pratama oB 10.574.000,00
Kepala Bagian Umum dan Kehumasan 12 Jabatan Struktuml on 4.190.000,00
B ] Kepala Bagion Kenangan 12 ~ Jabatan Struktural | OB 1.190.000,00 |
Kepaln Bagian Persidangan Dan 12 Jabatan Struktural oB 4.190.000,00
el —|Perundang-undangan - il -
Kepala Sub Baglan Umusm den 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
Kepeguwaian
Kepala Sub Bagian Humes dan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
L_ | Dokumentasi




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN P JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
Jabatan Fungsional (Dampak
I - Penyederhanaan Birokrasi)
~ |JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Pungsional 0B 2.223.000,00
o ngan Pusat dan Daecrah 9 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00
B _JFE Awalm l-u:h ijakan Ahli Murl.a 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 |
JF Per'mrdug Peraturan Pvrlmtla.ng- .
- o b AN Miuckis 10 Jabatan Fungsional OB I.934,000,70(3_
JF Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Mingsional oB 1.934.000,00
______|Jabatan Fungsional
_|JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jal i Fungsional oB
B JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB
- __|JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB
. |UF Perencana Ahli Madya ) 12 Jabatan Fungsional | OB |
Co B JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B
. JF Perencana Ahli Pertama 8 __Jabatan Fungsional OB
JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli i1 Jubatan Pangsions] oB
Madva - — - s,
‘;‘F;:::nha Kenangan Pusatf Daerah Ahli 9 Jakibr okl oB 1.567.000,00
JF Analis i\ulungall I"'u-mt,\" Dacrah Ahli P R " — - oB 1.205.000,00
__|Pertama N
JF Perancang Peraturan Perundang- . .
- , « 2.059.
Y Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
Pt Psncany Pexaton Peruidsng: 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
undangan Ahli Muda
JF Perancang ~Pcmlumm Perundang- 8 Jabatan Pingsa OB 1.205.000,00
undangan Ahli Pertama
ol E 5 i
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli 1 Jubateo Pungsiogial OB 2.059.000,00
Madya
¢ i HOR M 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JF Pranata Hubungan Masyaraleat Al 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
L Pertama - ! Sl =
; (- _ |pelaksana I . | |- —
o Pelaksana Kelas 7 [S1) 7 ~ Pelaksana OB 1.146.000,00
— |Pelaksana Kelas 6 (D3) T | 6 _ _ Pelaksana OB 937.000,00
- - Pelaksana Kelas 5 (SMA) = 5 Pelaksana OB ~ 781.000,00
__|Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00
~ [Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 _ Pelaks: oB 334.000,00
3 |INSPEKTORAT ~ |inspektur 11 Pimpinan Tinggi Prat OB 18.504.000,00
Sckretaris luspektorat 12 Jabatan Struktural oB 6.287.000,00
N Inspekiur Pembantu | 11 Jabatan Struktural oB 6.118.000,00
B luspektur Pembantu 11 11 Jabatan Struktural 0B | 6.118.000,00
| mspektur Pembantu 111 11 “Jabatan Struktural oB 6.118.000,00
B | I 11 Jabatan Struktural oB | 6.118.000,00
= Inspektur Pembantu V. 11 Jabatan Struktural oB 6.118.000,00
U*“’u’::ﬁ B 9 Jabatan Struktural o 2.853.000,00
— |Kepala Sub Bagian Perencanaan 9 __Jabatan Struktural OB | 2.853.000,00
Kepagn: Sub Ragian Evalusai dao 9 Jabatan Struktural oB 2.853.000,00
= |Pelaporan S -
i Jabatan Fungsional ' I
- JF Auditor Ahli Utama 11 Jabatan Fungsional on _ 6.341.000,00 |
JF Auditor Ahli Madya 12 Jal 1 Fungsional oB 4,118.000,00
JI Auditor Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.842.000,00
JI Auditor Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional oB 2.581.000,00
JF P2UPD Ahli Utama 14 Jabatan Fungsional oB 6.344.000,00
JF P2UPD Ahli Madya 12 Jabatan Fungsmna] oB 4.118.000,00
e JK P2UPD Abli Muda 1 1 : 2.842.000,00
N _|uF P2UPD Abli Pertama 8 ~2.581.000,00
B - _ |pelaksama 2 p - ——
o . Pelaksana Kelas 7 (S1) T i Pelaksana oB 1,116.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) Y Pelaksana oB 937.000,00 |
- Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) < Pelaksana 0B 334.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN Kepala Dinas Pendidikan dan - Tinggi Pra OB 0.574.000.00
4 |KERUDAYAAN Kehuiiayasn __ 34 Fios pn T P 0BT,
D e 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00
Kebudayaan T =
Fepa Hiang Bnbiase FAUD den 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Pendidikan Non Formal -
';”p""a e e e 1 Jabatan Struktural on 2.891.000,00
o _: | Kepala Bidang | hc])udavaan - ]__1 Jabatan Stl'l.l.ki{.l.l_'i;l ! __UB_ __2__3_9] 000 00
| Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan | 11 | Jabatan Struktural 0B | 2.891.000,00
Kepa Sub Bagisn. Unsum, ':':Wm 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
N _|Penyelenggaraan Tugas Pembant T -
Kepala Seksi Kurikulum dan pcmlmsm 3 Struktural oB 1.934.000.,00
PAUD dan Pendidikan Non Formal “ - - !
Kepala Scksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana PAUD dan Pendidikan Non 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Formal




NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Hl:::n JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
Kepala Seksi Kurikulum dan penilaia
_ | p::: osrelainy RERR | Jabatan Strukiual oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Kelrmhagaan dan Sarana X
_ Pra na Pendidikan Dasar 9 Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00
I\cpa]ﬂ Seksi Pendidikan Tﬂmga
Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non 9 Jabatan Strukturml oB 1.934.000,00
Formal
Kepala Seksi Pendidikan Tenaga "
o Kependidikan D 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala UPTD Taman Bud.uyn Lamban N
Pancasila 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD
_ - T, Budaya Lamban P Slla 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak |
o o Penyederhanaan Birokrasi) I = =
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 2.223.000,00 |
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Jabatai F o— I .
. Ahli Muda . E .a_u _u: ungsiona oB 2.223.000,00
JF -mk -nilai icli i B =
Ml:‘z:nwm e e Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
~ |JJF Pamong Budaya Ahli Mucda __Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
Jabatan Fungsional
JF Penilik Pertama 8 Jabatan Fungsional OB
JF Penilik Muda 9 Jabatan Fungsional 0B
JF Penilik Madya 11 Jabatan Fungsional oB
B JF Penilik Utama 13 Jabatan Fungsional oB
o JF Pamong Belajar Pertama 8 Jabaia.u Fungsional oB
L ___|J¥ Pamong Belajar Muda — 9 |  Jabatan Fungsional | OB
JF Pamong Belajar Madya 11 ~Jabatan Fungsional oB_ |
- |UF Pengawas Sekolah Pertama 4 8 _Jabatan Fungsional OB |
. . |JF Pengawas Sekolah Muda . Bl _Jabatan Fungsional | OB
JF Pengawa kolah Madya 11 Jabatan Fungsional | OB
B |JF Pengaws Sekolah Utama R 13 Jabatan Fungsional oB
JF Analis Kenangan Pusm,! Daerah Ahli 11 Jabaten B oy oB
= Madva ungs 059.000,00 |
‘}:: u‘::“"" Keuangan Pusat/Dncrah Abli 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Analis Keuangan PusatfDacrah Ahli 8 Jabatan F sonal OB 1.205.000,00
Pertama -
JF Pengembang Penilai Pendidikan " " #
Pendidi Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JPF Pengembang Penilai Pendidikan F
Pendidi T 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF I'cngembang Penilai Pendidikan ;
- B B Pendidikan Abli Pertama _ 8 i Jnhimn Fungsional oB 1.205.000,00
- | UF Pamong _Budavs Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 |
i (S . |JFPamong Budaya Ahli Muda 9 | Jabatan Fungsional [ OB 1.567.000,00 |
T . JF Pamong Budaya Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional | OB _1.205.000,00
. _ |pelaksana SEi— e RS
_____|Pelaksana Kelas 7 (S1) i Pelaksapna | OB | 1.146.000,00
Pelal Kelas 6 (D3) 6  Pelaksana _oB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 0B 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00 |
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
5 |DINAS KESEHATAN — |Kepala Dinas Keschatan 14 | Pimpinan Tinggi Pratama OB | 10.574.000,00
__|Sekaetaris Dinas Keschatan 12 Jabatan Struktural [ OB 4.064.000,00
i o _ |Kepala Bidang Kesehatan Mammdkm 11 Jabatan Struktural : | 2.891.000,00 |
Kepala Bidang Pencegahan dan a F
Jabatan ktural .891.000
y __ [|Pengendalian Penyakit = - "u“‘_ﬂf - ’ 700
L — _ |Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11 |  Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00 |
N Kepala Bidang Sumber Dava Keschatan 11 N Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural | OB 2.223.000,00
I\'cpala Su}: Bagian Hukum, Umum dan 9 Jabatan Struktural OB 2.223.000,00
Kepegawaian |
Kepala UPTD Instalasi Farmasi 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kasubbag TU UPTD Instalasi Farmasi 8 Jabatan Struktural 0B 1.8325.000,00
Kopala Syh Bagien Tata Usaha 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Puskesmas
Jabd:n ll‘mlplon-l (Dampak N
Birokrasi)
Jl- I-‘c.rcucana Ahli Muda 10 |  Jabatan Fungsional o
_|JF Administrator Keschatan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB
_|JF Penyuluh Kesehatan Ahli Muda L9 Jabatan Fungsional oB
B - JF Sanitarian Ahli Muda - 9 _Jabatan Fungsional o8B
. I JF Epidemiolog Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B
JF Apoteker Ahli Muda 9 Jahamn_ Fungsional 0B
= Jabatan Fungsional 1 4
JF Dokter Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 1.065.000,00
JF Dokter Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.570.000,00
JI Dokter Ahli Pertauna 9 lal 1 Fungsional oB 1.664.000,00
_|JF Dokter Gigi Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 1.065.000,00
 |Jr Dokter Gigi Abli Muda 10 Jubatan Fungsional 0B 2.570.000,00
A o — ~ |JF Dokter Gigi Ahli Pertama 9 Jabatan Fungsional 0B 1.664.000,00
|JE Perawat Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.053.000,00




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN vl JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
—f — _|JF Perawat Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.553.000,00
I (JF Perawat Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.210.000,00 |
JF Perawat Penyclia 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00 |
[JF Perawat Mahir A Jabaten Fungsionsl o8 L 1.083.000,00 |
B JJF Pernwat Terampil 6 Jabatan Fungsional on 839.000,00
JF Perawat Pemula 5 Jabatan Fungsional 0B 700.000,00
JIF Bidan Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B 2.053.000,00
JI Bidan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional onB 1.553.000,00
= _JJI Bidan Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional o 1.210.000,00
JF Bidan Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00
|UF Bidau Mabix R 7 | Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 |
. ____|JF Bidan Terampil e 6 |  Jabatan Fungsional oB_ 839.000,00
JF Bidan Pemula 5 Jabatan Fungsional OB ~ 700.000,00
- — |JF Apoteker Ahli Madya ~ 11| Jabatan Fungsional oB 2.053.000,00
- JF Apoteker Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.553.000,00 |
1 JF Apoteker Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.210.000,00
JF Asisten Apoicker Penyelia 8 Jabatan Fungsional OB 1.172.000,00
|JF Asisten Apotcker Mahir i Jabatan Fungsional 0B 1.033.000,00
JF Asisten Apoteker Terampil 4] Jabatan Fungsional oB 839.000,00
o JF Asisten Apoteker Pemula 5 Jabatan Fungsional 0B 700.000,00
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahl i ;
— 11 Jabatan Fungsional 0B 2.053.000,00
S ; ; 7 : -
JN:' :l:fumtu Laboratorium Kesehatan Ahli o Jabatin Fpisnsl oB 1.553.000,00
L
JF Praiew Latesinchuo eacotne AR 8 Jabatan Fungsional 0B 1.210.000,00
—— Pertama =
¥ , i Lalormorinm Keachstm 8 Jabatan Fungsional OB 1.172.000,00
= Penvelia
ad Pi‘rm hehorsorion Kesehatan 7 Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00
i T 6 Jabatan Fungsionsl oB 839.000,00
Terampil = 3
i E:‘::“m Laposmiariu Keschetn 5 Jabatan Fungsional onB 700.000,00
|JF Nutrisionis Ahli Madya 1 Jabatan Fungsional | OB |  2.053.000,00
- JF Nutrisionis Ahli Muda__ 9 | Jabatan Fungsional OB | 1.553.000,00
|JF Nutrisionis Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.210.000,00
JF Nutrisionis Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00
JIF Nutrisionis Mahir 7 Jabatan Fungsional 0B 1.033.000,00
JF Nutrisionis Termmpil 7] Jabatan Fungsional 0B 839.000,00
.:[:i’::yuluh Kesehatan Masvarakat Ahli 1 Jabatan Fungsional OB 2.053.000,00
‘l:'::;“y“l“h Reachatan Masyarakat Ahk 9 Jabatan Fungsional OB 1.553.000,00
Jt* Pomyuhih Keschatan Seayatatat Atk 8 Jabatan Fungsional OB 1.210.000,00
Pertama
I Papyainh Seactainn. Musjei 8 Jabiten Fungsional oB 1.172.000,00
= Penyelia
‘;:a::’_"-" i Kenchateon: Musysdod 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
:"' Pen_v.uluh Kemehatan Yy, E 6 Jabatan Fungsional (815 £39.000,00
= lerampil
i;h!;‘;::"g'} S o (’.’"" d“_“ Mt 11 Jabatan Fungsional oR 2.053.000,00
P Fesawat Gigil Tenpis Giel dan Midut 9 Jabatan Fungsional oB 1.553.000,00
B __|AbiMuda — S = ———
JF !’erawst Gigi/ Terapis Gigi dan Mulat 8 il Bl oB 1.210.000,00
Ahli Pertama .
E e Qigly Terapis gt dan Mkt 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00
Penvelia N o il R
;::;;’::mt Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut 7 Jubatn Pungsionsl OB 1.033.000,00
JE P!':r.ufml Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut 6 e oB 839.000,00
. Termmpil B S ensuninhe:
JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulat 5 Jabetin Fungsional oB
Pemula
JF Sanitarian Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB
JI Sanitarian Ahli Mud 9 Jal 1 Fungsional oB
JI Sanitarian Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB
- _|JF Sanitarian Penyelia B batan Fungsional oB
- o JF Sanitarian Mahir 7 _Jabatan Fungsional oB
B JF Sanitarian Terampil 6 ] Jabatan Fungsional | 0B
- - JF Sanitarian Pemula 5 Jabatan Fungsional oB
JF Perekam Medis Penyelia 8 _Jabatan Fungsional oB
e - JF Perckam Medis Mahir _ 7 Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00
— JF Perckam Medis Terampil 6 Jabatan Fungsional oB 839.000,00
—|Peial Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana OB 1.146.000,00 |
Pelal Kelas 6 (D3) 5] Pelaksana 0B 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 ([SMA) 5 Pelak 1 OB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 41 B Pelaksana on _121.000,00 |
B Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) o Pelak 1 oB 334.000,00
Unit Pelaksana Bersifat Khusus| . . " =
5 12 Jabatan Struktural oB 7.588.000,00
6 “RSUD ALIMUDDIN UMAR" Direktur RSUD Alimuddin Umar
—|_ Kepala Bagian Tata Usaha RSUD 11 ~ Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
= - _|Kepala Bidang Pelayanan Medis 11 |  Jabatan Struktural OB | 2.891.000,00
— _|Kepata Bidang Keperawatan | 11 Jabatan Struktural | 0B | 2.891.000,00
Kepala Bidang Penunjang Medis 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00 |




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN i B JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
K Sub ian U d
h:"“h ub Bagian Umum dan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
n ) Kepala Sub Bagian Perencanasn dan
L# < v
Pelegioren il B 9 Jabatan Struktural 01_3_ _2.22.3.00!?,00
- R Kepala Sub Bagian Keuangan | o Jabatan Struktural | OB | 2.223.000,00
Kepala Sub Bidang Pelayanan Gawat ‘
- Darurat dan Rawat Jalan . 2] Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
% !
epala Sub Bidang Pelayanan Rawat Inan o Jabatan S oB 1.934. 00
dan Tenaga Medis
Kepala Sub Bidang Bimbingan Asuban ; "
Kepegwatan 9 Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala Sub Bidang Etika Mutu dan Jubatias Steaktaral oB 1.934.000,00
_|Pelavanan Keperawatan
Kepala Sub Bidang Penunjaug Medis Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala Sub Bidang Penunjang Non Medis Q Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
- Jabatan Fungsional a |
JF Dokter Spesialis Daaar_ Q];_]J__Mmlv& L 12 |  Jabatan Fungsional OB 25.041.000,00 |
- . JF Dokter Spesialis Dasar Ahli Muda 10 Jal 1 Fungsional 0B ~25.034.000,00 |
B o [JF Dokter Spesialis D t)nﬁar ahh leama 9 Jal Fungsional 0B 19.278.000,00
JF Dokter Spesialis Penunjang Ahli 12 Jabatan Fungsional on 17.561.000,00
. Madya — L
JF Dokter Spesialis Peuunja.ng Alli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 17.532.000,00
gﬂf’:ﬂ” Spesialis Penunjang Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 17.503.000,00
N JF Dokter Umum Ahli Madys 12 Jabatan Fungsional | 0B | 4.065.000,00
JF Dokter Umum Ahli Muda 10 Jab Fungsional oB 2.570.000,00
JF Dokter Umuim Ahli Pertama 9 Jabatan Fungsional 0B 1.664.000,00
e __|JF Dokter Gigi Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 1.065.000,00 |
. JF Dokter Gigi Abli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.570.000,00
o |JF Dokter Gigi Ahli Pertama 9 __Jabatan Fungsional | OB 1.664.000,00
S JF Perawat Ahli Madya | 11 Jabatan Fungsional oB 2. {)53 000,00
= JF Perawat Ahli Muda = 9 |  Jabatan Fungsional | OB | 1.553.000,00
u S |JF Perawat Ahli Pertama - _8 ___Jabatan Fungsional | OB [ 1.210.000,00
= — JF Perawat Penyelia 8 |  Jabatan Fungsional | OB 1.172.000,00
N |JF Perawat Mahir 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
i 6 Jabatan Fungsional oB ~ 839.000,00
—_ ~ |JF Perawat Pe 5 Jabatan Fungsional [8)5) 700.000,00
~|JF Bidan Ahli Madya B 11 Jabatan Fungsi 1 oB 2.053.000,00
JF Bidan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 1.553.000,00
JF Bidan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.210.000,00
JF Bidan Penyelia 8 Jabatan Fungsi i oB 1,172.000,00
_|JF Bidan Mahir 7 Jabatan Fungsional 0B 1.033.000,00 |
_|J¥ Bidan Terampil I 6 _ Jabatan Fungsional 0B | 839.000,00
|UF Bidan Pemula B 5 Jabatan Fungsional 0B 700.000,00
o - = JF Apoteker Ahli Madya 11 |  Jabatan Fungsional OB |  2.053.000, 00
S o |J¥ Apoteker Ahli Muda ) Jabatan Fungsional oB | 1.553.000,00
o ~ |JF Apoteker Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB | 1.210.000,00
o |JF Asisten A_Enteker Pem'ﬁm . 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00 |
B |:JF Asisten Apotcker Mahir — il _Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 |
JP Asisten Apoteker Terampil 6 Jabatan Fungsional 0B 839.000,00
o _|JF Asisten Apoteker Pemula S Jabatan Fungsional oB 700.000,00
JF Radiografer Ahli Madya 8 Jabatan Fungsional oB 1.248.000,00
JF Radiografer Ahli Muda 7 Jabatan Fungsional oB 1.101.000,00
JF Radiografer Ahli Pertama 6 Jabatan Fungsional oB 927.000,00
JI Radiografer Penyelia o 8 Jabatan Fungsional oB 1.182.000,00
. UF Radiografer Mahir T Jabatan Fungsional OB | 1.033.000,00
JF Radiograler Terampil 6 Jabatan Fungsional oB
. ___|JF Radiografer Pemula -l 5 Jabatan Fungsional oB
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli 1 Jabatan Fungsional OB
= S Madva I | i il |
::“Tma Laboratorium Kesehatan Ahli 9 Jabatan Pungsional OB
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.210, 000.00
= =— _|Pertama . . e S
JF Pranata Laboratorium Kesehatan a Jobatan Fungsional OB 1.172.000,00
Penvelia : — -
JE ir'ranata Laboratorium Keschatan 7 Jabatan Fungsionsl OB 1.033.000,00
_ |Mahir ) —
JF Pranala Laboratorium Kesehatan 6 Jabatan Fungsionsl OB 839.000,00
Terampil =
-TJ: Pr::ala Laboratorium Keschatan - Jabatan Fungsional OB 700.000,00
CIN 1L = L : .
JF Py Anastesi Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.053.000,00
JF Penata Anastesi Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.553.000,00
B JE Penata Anastesi Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB ~1.210.000,00
UF Fisioterapis Ahli Madya 11 _Jabatan Fungsional oB 2.053.000,00 |
JF Fisioterapis Ahli Muda 9 _Jabatan Fungsional oB
S N JF Figiote: \h 8 Jabatan Fungsional oB |
JF Fisioterapis Penyelia = - 5. Jabatan Fungsional o0oB | 1.172.000 00
- |JF Fisioterapis Mahir 7  Jambatan Fungsional | OB | 1.033.000,00
i I B JF Fisioterapis Tcramptl — 6 Jabatan Fungsional | OB ~ 839.000,00 |
- JF Sanitarian Ahli Madya AL Jabatan Fungsional oB | 2.053.000,00
= JF Sanitarian Ahli Muda . 9 Jabatan Fungsional oB. 1.553.000,00 |
JF Samitarian Ahli Pertama ] Jabatan Fungsional oB 1.210.000,00
JF Sanitarian Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00
JF Sanitavian Mahic 7 Jabatan Fungsional 0B 1.033.000,00
JI Sanitarian Terampil G Jabatan Fungsional oB #39.000,00




Madya

NO PERANGHAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN BATUAN BESARAN
. _|JF Sanitarian Pemula L — Jabatan Fungsional oB _700.000,00
= |JF Nutrisionis Ahli Madya B 11 Jabatan Fungsional 0B _2.053.000,00 |
JF Nutrisionis Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.553.000,00
- B ~|JF Nutrisionis Ahli Pertama o R Jabatan Fungsional oB | 1.210.000,00 |
JF Nutrisionis Penyelia 8 Jabatan Pungsional 0B 1.172.000,00 |
JF Nutrisionis Mahir 7 Jabatan Fungsional 0B 1.033.000,00
JF Nutrisionis Terampil (4] Jabatan Fungsional oB 839.000,00
JI' Teknisi Eletrokmedis Penyelia 8 Jabatan Fungsional 0B 1.172.000,00
I o JF Teknisi Bletrokmedis Mahic | 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
JF Teknisi Eletrokmedis Terampil 6 __Jabatan Fungsional 0B | 839.000,00 |
~ |JF Perckam Medis Ahli Madya - 11 Jabalan Fungsional oB ZOSJ 000, 00
i JF Perckam Medis Ahli Muda 9 | Jabatan Fungsional oB 1.553.000,00 |
= ¥ Perckam Medis Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.210.000,00
= ~ |uF Perekam Medis Penyelia 8 | Jabatan Fungsional | OB 1.172.000,00
- JF Perekam Medis Mahir 7 Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00
JF Perekam Medis Terampil 6 Jabatan Pungsional 0B 839.000,00 |
.;:-::;:-:yuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 1 Jabatan Fungsional oB 2.053.000,00
.::‘U:;nyuhlh Keschatan Masvarakat Ahli o Jibabiin Puiigsional oB 1.553.000,00
JF Penyuluh Keschatan Masvarakat Ahli 8 Jabatan Pusgriomsl OB 1.210.000,00
Pertama
JF Pcn‘_vulnh Keschatan Masyarakat 8 Jabatan Fangsional oB 1.172.000,00
Penyelia
JF [‘::ru_\'uluh Keschatan Masyarakat 7 Jabiatin Pungsicaal OB 1.033.000,00
JF Pcny_uluh Kesehatan Masyarakat 6 Jabatan Pungsional OB 839.000,00
) Terampil
~ |Pelaksana B ) - I
- |Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00 |
Pelaksana Kelas 6 (D3) 1 6 Pelaksana oB ~937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) I Pelaksana OB 781. f_l{}() 00
— = Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana 0B 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana ~_oB .'134 DQUDO_
DINAS PEKERJAAN UMUM : , I
7 DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Dinas PUPR 14 Pimpinan Tinggi Pratama oB 10.574.000,00
Sckretaris Dinas PUPR 12 Jabatan Struktural oB 4.061.000,00
Kepala Bidang Pengairan 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
| ___|Kepala Bidang Bina Marga 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
_ _ |Kepala Bidang Cipta Karya 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 |
Kepala Bidang Penataan Ruang, ;
o ~|Perumahan dan Kawasan Permukiman ]__1 Jabatin SIrul#um] _‘_m 2_8?1_001(?5.0_
Kepala Bidang Pertanahan B a1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
iy, S Pege Ui doe 9 Jabatan Struktural oB 2,223.000,00
Kepegawaian
Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan =
i Sckifiiis Tesindy o 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan ;
Kesinn Sekcafing eepadn 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
o |Penyederhanaan Birokrasi) ) )
|JF Perencana Ahli Muda 10 _Jabatan Fungsional | OB 2.223.000,00 |
JF Analis K Pusat :
crmigen s et dan Doeral 9 Jabatan Fungsional 0B 2.223.000,00
o |Ahl Muda
- - JF Tehnik Pengairan Ahli Muda I 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00 |
JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
:.:1:;:3 Bangenen den Pesumahan Ahll 9 Jabatan Pungsional 0B 1.94.000,00
‘;::3:‘"‘]‘ Penyehatan Lingkungan Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
JF Pembina Jasa _k_cluslruk'u Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
JF Analis Kebijakan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
JF Penata Ruang Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
Jabatan Fungsional
JF Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1..205.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacraly :
L A Madve 11 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
S o ] J!- Perencana Ahh Madya 12 _Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
B 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah "
_ " |AniPertama 8 Jabatan Fungsional UB 1 20500000
JF Tehnik Pengairan Ahli Mﬂd\fa 11 Jahamn Punmnonal_ 0B 2.059.000,00
| N _|JF Tehnik Pengairan Ahli Muda 9 Fungsional OB 1.567.000,00
~|JF Tehnik Pengairan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli 1 Jal F T OB 2.059.000,00
—|Madva $
JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
F Sl Joln. ey Jembatan ALk 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pertama —
JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli 11 Julsetan Pungsional oB 2.059.000,00




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN B oapnme® JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahh ¢ . . -
Muda ) Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
- a JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli ) = == a
[ - Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Tehnik Penye i i
Ma:‘:::mk Penyehatan Lingkungan Ahli 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
 uFTen ;
M“d:l ik Penyehatan Lingkungas ARl 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
“|JF Tehnik Penychatan Lingkungan Ahli > " 25
- Pestims 8 Jabatan Fungsional OB_ 1.205.000,00 !
__|JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2. (‘.‘5‘?!’!00 ,00 |
- JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 10 Jabatan FPungsional oB 1.567.000,00
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
o JI* Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
_|JF Analis Kebijakan Abli Muda 10 Jubg@:_!;;mggmnal _oB 1.567.000,00
JE Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jal 1 Fungsional :
=) a0 JF Penata Ruang Ahli Madva 11 Jabeuan Fungsional
. |JFPenata Ruang A | e ] Jabatan Fungsional
o _|JF Penata Ruang Ahli Permma 8 Jabatan Fungsional
| I Pelaksapa . RSN SR {SS———
- Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelal on 1.146.000,00
= Pelaksana Kelas 6 (D3)_ 6 Pelaksana OB 937.000,00
N Pelaksana Kelas 5 (SMA)} 5 Pelaksana [8)¢] 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) ) Pelaksana oB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 331.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN | Kepala Dinas Kependudukan dan o L o -
8 |PENCATATANSIPIL [Pencatatan Sipil - Pimpivas Tingei faximn || OB || 30502000
Sckretaris Dinas Kependudukan dan 12 setie Stakeal. || B 5.989.000,00
___|Pencatatan Sipil e oy == =
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran &
an < i .
Dok . _J Jabatan Struktural 0B 'I_I_‘)(_)_}OO_,UO
Kepala Bidang Pe laynwm Pencatatan Sipil 9 Jabatan Strukturmal oB 4.190.000,00
[Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 9 Jabatan Struktural oB 4,190.000,00
) o Administrasi Kependudukan ) )
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan 0 Jab Strukiural OB 4.190.000,00
Inovasi Pelavanan ) -
Mgy Pl apan e en 9 Jabatan Struktural OB 2.758.000,00
Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keunangan Jabatan Strukturnl (9] 2.758.000,00
Kepala UI’TI)_]).Ilum Kependudukan dan o Sahatsn Straktsl OB 2.701.000,00
Pencatatan Sipil
Kepala Sub Bagian UPTD Dinas
St O x 000,00
R Kependudukan dan Pencatatan Sipit | _esattaee | 9B | eoRm
]  |Jabatan Fungsional (Dampak B 1 ) | -
. B Penyederhanaan Birokrasi) - . —
A— |JF Perencana Ahli Muda . 10 Jabatan Fungsional | OB 2.758.000,00
JF Administrator Database .
& batan F 8] 2.701.000,00
Kependudukan Ahli Muda__ B ! dabitin Fitaiont 9B 70100008 |
= = = |JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional | OB 2.701.000,00
o ~ |Jabatan Fungsional - - B
_|JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
- JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1,567.000,00
JF Perencana Ahli Perfama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
. JIF Administrator Databasce s
1 Jabatan Fu al 0B 2.059.000,00
B Kependudukan Ahli Madva o asskpsel i
J_[. Adsunistator Daluhasc 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
i Kependudukan Ahli Muda
JF Administrator Database ;
Jabatan F 1al oB 1.205.000,00
Kependudukan Ahli Pertama 8 T [ st
- —_ JF Analis Kebijakan Ahli Madva . Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 |
-y ) S |JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB | 1.567.000,00 |
| ——— S JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
_ |Pelaksana R B Y — :
- | Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana OB 1.146.000,00 |
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana 0B 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 9 Pelal 0B 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 0B 234.000,00
9 DINAS KEPEMUDAAN, chulfa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 14 P‘u:upman Tinggi Pratama oB 10.574.000,00
| ” |OLAHRAGA DAN PARIWISATA |Pariwisata . L
Bekeuia i Hopenwiem, Glboagy 12 Jabatan Struktural 0B 1.064.000,00
_{dan Pariwisata . ~ -
i |Kepala Bidang Kepemudaan S — b ibatan Struktural oB _2.891.000,00 |
= Kepala Bidang Olahraga [l nag _Jabatan Struktusal | oB | 2.891.000,00
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan | 11 Jabatan Straictaral oB 2.891.000,00
i | — __|Ekonomi Kreatif — L 1 | =
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi i1 Jabakans — oB 2.891.000,00
= = S— __{dan Kelembagaan Pariwisata ] P - .
Kapale bl Bagien Uiy 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
| Kepegawainn - - —
Kepala UPTD Pengelolaan Sarna o Jabatan Straktural OB 1.934.000,00
Pariwisata




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN J“"::" JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolaan " &
- - |Sarinte Barsnisata - 8 ddllﬂ_‘-{i}l bll‘llktl_Iml _(.JB 2B 1_325.000,_0(1
Jabatan Fungsional (Dampalk
| o Penyederhanaan Birokrasi)
|JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional on 2.223.000,00
JF Analis i\r:mmgﬂn Pusat dan Dacrah
(s g o i 3 29"
L - Ahli Muda 9 _Jub@_l unEsmiml (._)B 2.223.000,00
JF Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
JF Analis Kehijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional onB 1.934.000,00
JF 2 : Baran s
ot . patnE—. 10 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
Ahli Muda
L JF Adyat Repariwisataan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
________ - ~ |sabatan Fungsiomal . ) - _
L - JF Perencana Ahli Madya B 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
- —— = JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Perencana Ahli Pertama 8 __Jabatan Fungsional | oB ~ 1.205.000,00 |
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah x i .
| Anli Madva AL 11 Jabatan Fungsional oB 2,059.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah L " 2
| Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB___ 3 1.56?:000,00
T Analis Kenangan Pusat dan Dacrah " i .
- |Abli Pertama {_i__ Jabatan Fungsional oB 120300(3,_0?
- JF Pranata Humas Ahll | Madya 11 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JI Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional onB 1.567.000,00
_|JF Pranata Humas Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059,000,00
N JIF Analis Kebijakan Abli Muda N 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
B ~|JI Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional _op 1.205.000,00
. |JF Adyatama Kepariwisataan Ahli Madya | 12 Jabatan Fungsional oB | 2.059.000,00
c |JF Adyatama l’\cpaﬂwmataan Ahli Muda 10 | Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Adyat Kepariw Ahli ; 3
8 J 0 OB 205,
b _ IPertnma | i abatan Fungsional I 1.205 DD{)_,OD_
= : Pelaksana - | — .
__|Pelaksana Kelas 7 {S1) =1 Pelaksana _0B 1.146.000,00 |
. Pelaksana Kelas 6 {D3) il 6 Pelal oB 937.000,00
B Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana on 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
DINAS PENGENDALIAN Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, S o
Prat. : .574. 00
10_ PENDUDUK, KB, PP DAN PA |KB, PP dan PA 14 Pl.f.'l]p:l]ﬁ?n Tinggi Pratama on l(I 571.000,
Sckrctaris Dinas Pengendalian Penduduk, 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00
= S — KB, PP dan PA I L0 i
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan 1 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
_ |Keluarga Sejahtera | | -
Kepala Bidang Prngcndalmn Penduduk, 11 Jabth Striktura oB 2.801.000,00
___|Penyuluhan/KIE dan Penggerakan | = | = it
Wephy SISy F e il e 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Perlindungan Anak = |
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepain Sul Baglen s dan Jabatan Struktural OB 2.223.000,00
Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Kenangan Jal Struktural oB 2.223.000,00
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan Jibatn Shuktaesl oB 1.934.000,00
[ dan Anak
- 3 2 ¥
Eepail Sub-Bogian TUPTD 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
{Perlindungan Perempuan dan Anak : - d
il Jabatan Fungsional (Dampak . B
Penyederhanaan Birokrasi) o I . N .
- JF Perencana Ahli Muda 4 10 | Jabatan Fungsional oB. 2.223.000,00
JF Penata Kependudukan dan htluarga 9 Jabatin Pgsionsl oB 1.934.000,00
= Ahli Muda .
:":f““mk Swadaya Masyarakat Ahli 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
_pviuta = =
o e JF Penyuluh Sosial Ahli Muda O ~Jabatan Fungsional | OB 1.934.000,00
| |Jsbatan Fungsional : .
JF Percncana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JI' Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional o 1.205.000,00
JF !’i:mlu Kependudukan dan Keluarga 1 Jabetas Pagsional OB 2.059.000,00
Ahli Madva
JF Penata Kependudukan dan Keluarga 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
[ Abli Muda —
JF Penata Kependudukan dan Keluarga 8 Jahamn Feingia oB 1.205.000,00
o — Ahli Pertama 00 |
:L';‘“W“‘k Swadaya Masyarakat Abli 1 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
_ |Madya i i
‘::S:“mmk S\u.xlaya Masyarakat Ali 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
udia - = N
:::““33"““‘ Swadaya Masyarakat Alili 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
ama . Pt
N UK Penyuluh Sosial Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
JF Penvuluh Sosial Ahli Muda 9 Jab:rtan Fungsional 0B 1.567.000,00
— —_ __|JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama & L 1 Fungsional | OB _1,205,000,00




NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Jf::::. JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
Pelaksana o B
~ |pelaksamaKelas7(SH | 7 Pelaksana oB | 1.116.000,00 |
— Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 _ Pelaksana OB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 |} Pelaksana OB | 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) - 4  Pelaksana | oB | 421.000,00 |
Pelnksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana _oB _334.000,00 |
SATUAN POLISI PAMONG i
PRAJA, PEMADAM Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, ; P
11 2 i e —
KEBAKARAN DAN Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ¥ e T = on 10:974:000,00
PENYELAMATAN
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, .
Pemadam Kebakaran dan Penyelama 1_2 Je_lhatﬂu Struktural oB 1.064.000,00
: Bidang Pe = |
:rpt:j:: G Senayi. Deney 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
B Kepala Bidang Ketentraman dan [ — _ !
Ketetfiban Umum 11 Jabatan Strukturml ! (}l l_ 2.891.000,00
| Kepala Bidang Perlindungan M kat 11 |  Jabatan Struktural OB | 2.891.000,00 |
Kepala Bidang Pemadam kebakaran dan | ;
Peiodniiban: ll. B _Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
e Sub Bagian U
Kephile Sah Begie Untom dgn 9 Jabatan Struktural OB 2.223.000,00
. _|Kepegawaian = : s . B
Kepala Sub Bagian Perencanaan L] Jabatan Strukiurmal _oB 12.223.000,00 |
Kepala Sub Baginn Keuang; ) Jabatan Strukiural 0B 2.223.000,00
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 9 Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
i o Kepala Seksi Upemsi dan Pengendalian 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Scksi Ker B Jabatan Struktural oB ~1.934.000,00 |
Kepala Seksi Satuan Perlindungan
Masyarakat 9 Jabatan Smnk‘rumlﬁ : OB_ 1.934.000, 00_
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 9 Jabatan Struktural oB _ 1 934 000,00
Kepala Scksi Sarana dan Prasarana 9 J Struktural OB 1.934.000, 00
Kepala Scksi Penanggulangan Kebakaran 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
o |dan Penvelamatan — == g |
N - Kepala UPTD Pemadam Kebakaran L) | Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepalh Sub Baen TU URED Pemade 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
— |Kebakaran == = = | == =
Jabatan Fungsional (Dampak B
o Penyederhanaan Birokrasi)
JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda __ 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
JI Analis Kebakaran Ahli Muda 9 Jal Fungsional oB 1.934.000,00 |
Jabatan Fungsional = |
JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
L ~|J¥ Polisi Pamong Praja Ahli Muda 9 | Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
~|JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama 8 Jabata_n_ﬂn_lgs_m] o8B | 1.205.000,00
. _ |JF Polisi Pamong Praja Penyclia 8 |  Jabatan Fungsional 0B | 1.205.000,00
JF Polisi NSy Siie Pelaksana. 7 Jabatan Fungsional aB 1.033.000,00
= | Lanjutan = e " | —
JF Polisi Pamong Praja Pelaksana — 6 Jabatan Fungsional oB_ | 839.000,00
— - JF Polisi Pamong Praja Pemula - Jabatan Fungsional oB | 700.000,00
| JF Analis Kebakaran Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
i JF Analis Kebakaran Ahli Muda 9 Jal 1 Fungsional oB 1.567.000,00 |
JF Analis Kebakarman Ahli Pertauna 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pelaksana B
Pelaksana Kelas 7 (S1) = 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
B Pelaksana Kelas 6 (D3) B - 6 Pelaksana 0B 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) B B Pelaksana 0B 781.000,00
o | Pelaksana Kelas 4 (SMP) - 4 Pelaksana oB 421.000,00 |
~|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) s ] Pelaksana | oB 334.000,00
12 |DINAS KETAHANAN PANGAN |Kepala Dinas Ketahanan Pangan 11 Pimpinan Tinggi Prat. OB 10.574.000,00
. - |Sckretaris Dinas Ketahanan Pangan 12 Jabatan Struktural 0B ~1.061.000,00
¥epals Bidang Keteraediaan Cadangan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
N dan Kerawanan Pangan - =~
Kepala Bidang Distribusi, Harga 2 dan 11 Jubatan S tural oB 2.891.000,00
Kelembagaan Pangan == N
Kepala Bidang Konsumsi,
Penganckaragaman Muty, dan Keamanan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Pangan
Kepala Sub Bagian Umum dan 9 Jabatan Struktural OB 2.223.000,00
Perencanaan
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi) 5
'::'1 Im'::l: Sexamgun Siisak e Dasral 9 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00
s i a . =
~|JF Analis Ketahanan Pangan Ahh Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
JF I-‘cugawaﬂ Mutu Hasil Pertanian Ahli o Jahatan Fungsional oB 1.934.000,00
ks Muda 2 = —
I ~ |Jabatan Fungsional O | — - K
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah 11 Jabatin Pabgsional oB 2.059.000,00
. Ahli Madya
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
Ahli Muda = -




NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JAK::::H JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
JF Analis Keuan Pusat dan D h "
- | Ahii Perta Rﬂ.ﬂ___lSl-l __j Lt L 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
JI Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
= ~|JF Analis Ketahanan Pangan AhliMuda | 10| Jabatan Fungsional | OB 1.567.000,00
JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama| 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
. B - JF yAas as i i L -
Mml;‘:::gnm as Mutu Hasil Pertanian Ahli 11 T oB 2.059.000,00
JF Pel 000
Mmlﬂngawm Mutu Hasil Pertanian Aht ° Jabatan Pungslonal OB 1.567. 00
A . WS " i )‘: 1 H
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pertama -
JF s il Pertani
F l’cn.gfma*i Mutu Hasil Pertanian 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
Penyelia
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian -
it 5 o .
Pelal s Lasiftain 7 Jaba an_i‘u_n_gﬁmmal OB 1.033.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian .
6 2 Ol
o Pelal e Jabatan Fungsional B __%39 .000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian = :
£ J: an F A
-  Ipetskpans Pemula_ N 3 ) t?bninn Fungsional 0B 701_) 000,00
— N . _P;__ o - | — -
. Pelaksana Kelas 7 (S1) = Pelaksana o8 | 1.146.000,00
- ~ |Pelaksana Kelas 6 (D3) Y - Pelaksana OB ~937.000,00
| B Pelaksana Kelas 5 (SMA) - Pelaksana oB
|Pelaksana _[-_\e]as 4 (SMF) 4 Pelaksana oB
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB
DINAS TANAMAN PANGAN DAN |Kepala Dinas Tanaman Pangan dan P
13 HORTIKULTURA Hortikultura ) 1_4 Pimpinan Tinggi Pmts_ﬁa oB 10.574.000,00
=} o 1. 1 3,
.‘x-krf.mm Dinas Tanaman Pangan dan 12 Jobatai Stesltinal oB 4.064,000,00
Hortikultura
Kepala Bidaug Tanaman Pangan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Hortikultura 11 Jabatan Strukturml oB 2.891.000,00 |
Kepsi Pl ng Prissana dan-Camia 1 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Pertanian N e ]
Rl Sub Bag G dan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
. Perencanaan . g
Key uFto Pelak Penyuluban 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00
——— _ |Pertanian : I —
Kepala Sub Bagian TU UPTD Balai )
. |- : __|Pelaksana Penyuluhan Pertimisn : B i bl I s
o ~ |ssbaten Fungsional (Dampak = -
Penyederhanaan Birokrasi) o N
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah o Jabatan Fungsional OB 2.223.000,00
Ahli Muda -y 5
::u:;e‘ngawnq Mutu Hasil Pertanian Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
il L B o or Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda | 9 Jabatan Fungsional oB 3 934.600,(.]0
JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda 10 Jabatan Fung; 3 oB 1.934.000,00
JI Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ;
0 1 ] 1.934.000,00
: Mada 1 Jabatan Fungsiona oB
Jabatan Fungsional ) 3
JF Penyuluh Pertanian Madya 12 _Jabatan Fungsional oB | 2.059. O{JD 00
B B JF Penyuluh Pertanian Muda 10 Jab 1 Fungsional oB 1.567.000,00 |
-  |JF Penyuluh Pertanian Pertama 8 Jabatan Fungsional OB | 1.205.000,00
e —— - JF Penyuluh Pertanian Penyelia 9 |  Jabatan Fungsional 0B _1.567.000,00
UF P ulah Pestiaan Rellon 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
. |Lanjutan — . . —
L . JF Penyuluh Pertanian Pelaksana T _Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00 |
JF Penyuluh Pertanian Pelaksana l"v:mu!a 5 Jabatan Fungsional oB 700.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 11 Jabatan Fungsional OB 1.802.000,00
B n Ahli Madva L = .
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
Ahli Muda =]
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 8 Jabstan B ional OB 1.205.000,00
Ahli Pertama
JIP Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 1 Jabatan Fungaional OB 2.059.000,00
Madva
;:1 F Fl’r:ngawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 9 Jabaten Fungsional OB 1.567.000,00
uda
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahb 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
__{Pertama : -
JF I’cu.ggmas Mutu Hasil Pertanian 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Penvelia : -
JF Pengawas Mutu Hasit Pertanian 7 Jabatan Fungsional 0B 1.033.000,00
L __|Pelaksana Lanjutan - - -
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian 6 Jabatan Fungsional oB 83‘).000.00
. B _ |Pelaksana == o) BRLAL =ten Ty s _ .
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian 5 Jabatan Fungsional on 700.000,00
T, | — ~|Pelaksana Pemula i N = < = =
) .ll- Pengawas Benih Tanaman Ahli Matlva 11 -Jahman F‘ll_ngal{)tmi oB 2.059.000,00
. __Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
‘IJ)L Pengawas Benih Tanaman Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
rtama == ]
= JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB. 1.205.000,00 |
o — EEMRRSON 7 Jabatan Fungsional oB 1.033,000,00
Lanjulan




NO PERANGHAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN BATUAN BEBARAN
~ |JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana 6 “Jabatan Fungsional OB - 839.000,00 |
‘:’:’:";‘:‘W” Benilv e iloin 5 Jabatan Fungsional oB 700.000,00
R N ngawas Alat dan Mesin Pertanian ; = _: ; . o
= - - [Anli Madya 12 Jabatan Fangsional oB 2 0\)9_0(_)(100_
JF Pcngawm Alat dan Mesin Pertanian 10 Jaliavia Pungaional oB 1.567.000,00
- Ahli Muda o
JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 8 Jubatan Pongsional oB 1.205.000,00
Ahli Pertama =i SRS
o Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana oB 937.000,00
B Pelal Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 0B 781.000,00
. = Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 | Pelaksana OB _421.000,00 |
i o ; Pelaksama Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 0B ~334.000,00
. |DINAS PERKEBUNAN DAN 0 o : . . P e — T .
14 PETERNAKAN hcp{l.lfa IJ.I:I.iS Per kcbuna.u_dml Peternakan 11 Punpinan Tinggi Pratama 0B ID.JT'LOOO,?O
Sekretaris Dinas Perkebunan dan : "
- __ Irvtepakan 12 Jabatan Struktural OB 4064000.00
S = | Krwﬁ@@gﬂchmﬂn 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
: ;‘mp‘::: Bilpng Pesstrion ur Kevhaim 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Presarane, Sarana fan 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
= |Penynluhan = =
. T
o T e 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
Perencanaan
Kepala UPTD Kebun Induk Kopi 9 Jabatan Strukiural 0B 1.934.000,00
Kepala UPTD Rumah Potong Hewan 9 Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00
Kepala UPTD Puskeswan dan
9 . 934,
Pen han Ternak Liwa Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala UPTD Puskeswan dan
_ {Penghm Ternak Batu Ketulis 9 Jabatan Struktural 0B 1.934‘000,({0
Kepala UPTD Puskeswan dan
B B Pengembangan Temak Gedung Surian | Q_. | -\lr'll.}aﬁl Struktural oB 1.934.000,00
Kepala UPTD Puskeswan dan 1
9 [ 34.
_ Pengembangan Ternak Way Tenong Tt Sl“fkmmj oo "9?4 e
Kepala UPTD Puskeswan dan
Pengembangan Ter Lusibol: Senintinig] 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
a Kepala UPTD Puskeswan dan R B ] a3
Pengembangan Ternak Bandar Negeri 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
_— Suoh )
Kepala Sub Bagmn TU UPTD Kebun 5 e _,__
- _ |induk Kopi 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Sub Baginn TU UPTD Rumah - -
| a Potong Hewi 8 L Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan ,
dan Pengembargan Temak Liwa 8 Jabatan Struktural 0B 1.325,000,00
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan
B _ |dan Pengembangan Batw Retulis | __8 Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
[Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan - i
dan Pengembangan Ternak Gedung 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
. [Surian p— =%
Kepala Sub Bngmn‘l‘u UPTD Puskeswan =
3 B dan Pengembangan Ternak Way Tenong 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan -~ a o
dan Pengembangan Ternak Lumbok B Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
Seminune S = —
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan o ]
dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
Suoh - . - L
| Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederh Birokrasi)
JI Analis Kenangan Pusal dan Daerah . —
Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 2.223.000,00
o JF Pengawas Benih Tapsman Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
::ui::““”“m i Bant e A 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
:: u‘;\:“hs TSRS 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
|JF Pengawas Bibit Tenak AbliMuda | 9 | Jabatan Fungsional 0B | 1.934.000,00 |
JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian .
Abli Muda_ 10 ana!anl Fungsional oB 1.934.000,00
— — |[JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
[ — — B L=
JF Medik Veteriner Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
N I y - 9 __Jabatan Fungsional OB _1.567.000,00 |
N ———— ‘_l[ Mcd'k . Veteriner Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Analis Keunangan Pusat dan Dacrah " ’ y
Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah .
Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OR 1.567.000,00
JE rj\uallu Keuangan Pusat dan Daerah 8 Jabatan Pangsional OB 1.205.000,00
Ahli Pertama
JF Pengawas Benih Tanaman Ahl Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
~|0F Pengawas Benih Tanaman AbliMuda | 0| Jabatan Fungsional | OB | 1567.000,00




NO PERANGHAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
o Fengmmas Renih Tenaum AbE 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pertama s i |
JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia 8 Jabatan Fungsional og 1.205.000,00
i Vegnws Peulh Tenasichelaioom 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
Lanjutan. ) | . - — N B L
- JI" Pengawas Benih Tan Pelaksana 6 Jabatan Fungsional 0B 839.000,00
.Fl’:':’nll’ﬁ;guw:m Benih Tanaman Pelaksana 5 Unbisiten Pungsional oB 700.000,00
‘::j:zw‘“ Mt Hal Pertising: A 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
‘::“::;“3‘“"““ Rk kst Exsotanin Al 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 8 Jabatan Pungsionsl oB 1.205.000,00
Pertama
JF I'cn_gawus Mutu Hasil Pertanian 8 Jabsdan Fongsicnnl OB 1.205.000,00
Penyelia ) i e S o 1
Wi epguiva Musn Ll Exctandan 7 Jabiéten Pangsonal OB 1.033.000,00
_|Pelaksana Lanjutan B .
JF Pengawas Muta Hasil Fertanian 6 Jabatan Fungsional OB £39.000,00
~ [{Pelaksana = == 5
x.i’flj?__@_ Pglgr::ll_}.:u “jml Pex - S5 Jabatan Fungsional 0B T00.000,00
‘:: adﬁv”:h“ Fesar Hal Petsmnian Abii 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
:: :naha e 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
—_— Muda = = Ema SRS,
A e i 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
___|Pertama — ) — e ]
JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
- _|JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional | OB 1.567.000,00
- JI Pengawas Bibit Tenak Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B | 1.205.000,00
P Peinglwan Alnt dan: Mealt Pertnim 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
- Ahli Madva
JIF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian .
Akl Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JF Peng Alat dan M Pertanian :
i Pe N 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
- JF Penyuluh Pertanian Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
L ~ |JF Penyuluh Pertanian Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
= JF Penyuluh Pertanian Pertama 8 |  Jabatan Fungsional | OB | 1.205.000,00
_ |JFPenyuluh PertanianPenyelia | 9 Jabatan Fungsional 0B, 1.567.000,00 |
R LA e A 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
s Lanjutan
JF Penyuluh Pertanian Pelaksana 7 _Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00.
JIF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula S Jabatan Fungsional oB 700.000,00
S Pelaksana
s Pelaksana Kelas 7 (S1) o 7 Pelal OB 1.146.000,00
_____ B Pelaksana Kelas 6 (D3) ) _ Pelaksana | OB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA} 5 Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelal 0B 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 0B 334.000,00
15 |DINAS PERIKANAN  |Kcpala Dinas Perikanan | 14 Pimpinan Tinggi Pratama_| OB | 10.574.000,00
Sekretaris Dinas Perikanan 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00
I Kepala Bidang Perikanan Tangkap 11 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00
Kepala Bidang Pengawasan Pengolahan 4
| e Beasren besol P leanE 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
o [Kepala Bidang Perikanan Budidaya 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kasubbag Umum dan Perencanaan 9 Jabatan Struktural on 2.223.000,00
Kepala UPTD Budidaya Tkan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala UPTD Kawasan Perairan Umun 9 Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00
o o 2 "] T E 1 s
}‘k;*"’hl LE0h Deipn 10 LT Brtdion 8 Jabatan Struktural on 1.325.000,00
Repeia, Sil: Bagian: TU U FTD Kewasan 8 Jabatan Struktural on 1.325.000,00
—|Perairan Umum
— Penyederhanaan Birokrasi) ;
Fd a'ﬂ\naha Tenensgen; Dansx an: Do 9 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00
__|AbiMuda | B ]
wE ?c“gclﬂh Produiod Perieman Ten gl 10 Jabaian Fungsional oB 1.934.000,00
— _ |AhliMuda e ]
I . |JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda 9 __Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
__ | __ s Jabatan r nal o B |
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah .
11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
= = Ahli Madva M
JF 4"\!191\5 Kenangan Pusat dan Daerah 9 Jubatan Pungeionil oB 1.567.000,00
_|Ahli Muda =
JF J'\nﬂhs Keunangan Pusatl dan Dacrah 8 Jubatsi B i OB 1.205.000,00
- Ahli Pertama !
JF T’t:ugl:luia Produksi Perikanan Tangkap 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
IAhL Madya =
JF I.-k-.ugclohi Produksi Perikanan Tangkap 10 Jakatarp ksl oB 1.567.000,00
Abl Muda
JE l."cngclola Produksi Perikanan Tangkap 8 Fubiatan Pangsional OB 1.205.000,00
=t Abli Pertama =
B JF Penyuluh Perik 1 Alili Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00




NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN J.:‘:&T AN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
- _|JF Penyuluh Perikanan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
il JF Penyuluh Perikanan Penyelia 8 _Jabatan Fungsional OB [ 1.205.000,00
P Pl Heana PGiaknann 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
[ S ~|Lanjutan = ]
| - JF Penyuluh Perikanan Pelaksana R 6 Jabatan Fungsional oB 839.000,00
JF Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula 5 Jabatan Fungsional oB 700.000,00
JF Pt;-g&;w:-m Perikanan Ahli Madya 12 .Jabﬂmu_‘l"-Tg_s‘%j_(ln!_lgj: | om 2.059.000,00
_____ JJF Peng Perikanan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Peng, Ycril Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
o ) =
= Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 - Pckaksmm - . OB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 5] Pelaksana OB 937.000,00 |
B | Pelaksana Kelas 5 (sMA) 5 Pelaksana | om 781.000,00
. . Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana OB 421.000,00
= I Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) B Pelaksana OB |  334.000,00
B R AR — . : ___- = ERSE === — =
16 [MASYARAKAT DAN :l"“p‘“h',c Epaaa P"mb:;::’;:*’:‘;aa“ gan me 14 Pimpinan Tinggi Pratama on 10.574.000,00
PEMERINTAHAN PEKON [dan Femerintabian Peko _ g [
Sckretaris Dinas Pcmb?.rdaymn 12 Sabatan st OB 4. 000,00
Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
Kepala Bidang Pemberdayaan Masysaumkat 1 Jebatan Struktaral OB 2.801. 00
p— ~ |dan Kelembagaan Pekon - S B ) L
:,‘:L"’h Bidang Penataan dan Kerjasama | 11 Jabatan Struktuzl OB 2.891.000,00
— —— on I—| — n D | — I
e | Kepala Bg{]au_g_}‘:.mqmﬂahan Pekon 11 |  Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepaln Sl Hagran, Umumn dan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
i = Perencanaan . L I | | Sl il
= | =S _|Kepala Sub Bagian Keuangan - Jabatan Struktural OB |  2.223.000,00
e P e e — === ==
= Penyederhanaan Birokrasi) .
.':IF I:r:nggrmlc Swadaya Masyarakat Ahli 10 Jabatin P il oB 1.934.000,00
uda ) B
Jabatan Fungsional ] - B
‘;E T"“gg"“"‘ B A 1 Jabatan Pungsional OB 2,059.000,00
adya
::L:;"““““‘k Rwackin Masracaiet Ab) 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
a
JE Pepggreak Shradeyn Menyaaket Atti B Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
B — Pertama . o
~ |Pelaksama N i
o - Pelaksana i\_clu_:s_?_[": l) | '‘oB | _1___1_46 000, 00_
] Pelaksana Kelas 6 (D3) OB | 937.000,00
. |Pelaksana Kelas 5 (SMA) 0B | 781.000,00
| B o Pelaksana Kelas 4 (SMP} OB | 421.000,00
. Pelaksana Kelas 3 dan 1 {SD) OB |  334.000,00
17 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP __|Kepala Dinas Lingkungan Hidup " 14 | Pimpinan Tinggi Pratama | OB | 10.574.000,00 |
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00
Kepals Bidang Peageiolian dan 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Pengendalian Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Kebersihan 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Kepala Bidang Pert ' 11 Jabatan Struktural oB 2.891,000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
| Perencanaan . —
| B Kepala Sub Bagian Keuangan | 9 | JabatanStuuktural | 0B 2.223.000,00
Kepala UPTD Pengelolaan Akhir Sampah Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
- ~ |Kepal Sub Bagian TU UPTD Pengelolean 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Akhir Sampah = — ——
—_— = - e e I
 |Penyederhanaan Birokrasi) } | S =
‘:u‘:""ﬁmdai' Dampak Lingkungan Ahli 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
uda - —
JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
Muda -
B Jabatan Fungsional )
JF Pengendali Dampak Iimgkungan Ahli 12 Jabaten Pungsionsl oB 2.059.000,00
Madya
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
Muda
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli 8 Jabatan Pungsional OB 1.205.000,00
Pertama i :
JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli 11 Jabatsn Pangsionad oB 2.059.000,00
Madva . - -
JF Pengawas ngku.ugau Hidup Abli 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
Muda - —
JF Pengawas Lingkungan Hulup Abli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pertama = -
JF Penata Kelola P:.uy:hatan ng,kungs.u 12 Jahatan Pungsional oR 2.059.000,00
(| | __|Ahli Madya i =
JF Penata Kelola Penychatan Lingkungan 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
__|Ahl Muda Z . - ~




NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN BATUAN BESARAN
‘;L:""‘“’ TR Uaskenen 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
N — M E—— —SR. ___ = - . o —
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7| Pelaksana “oB 1.146.000,00
_ |Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 _ Pelaksana | OB |  0937.000,00 |
Pelaksana Kelas 5 (SMA) S5 Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelnksan:a OB 121.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
|DINAS PENANAMAN MODAL Kepala Dinas Penanaman Modal dan
0 178.000,
18 DAN PTSP o PrSp L 11 Pll]_l_j}'[l-‘lﬂl:'“nml_l)l;ﬂ‘ll_l.ll_]n B 11.178.000,00
S““m:"‘“" L S S— 12 Jabatan Struktural OB 4.173.000,00
Kopain: Suls Dagisn s den 0 Jabatan Struktural on 2.505.000,00
. R _ |Perencanaan o B I ) : .
i oy — -
Penyederhanaan Birokrasi) o
____|JF Analis Kebijakan Ahli | Nlarlva 12 ~Jabatan Fungsional | OB | 3.116.000,00
R _JF Analis Kebijakan Ahli Muda | 10 | Jabatan Fungsional | OB 2.223.000,00 |
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah =
Ahli Muda - ) 9 Jabatan Fungsional _OB . J_JOEDD0.0U
:‘l-: :;:ﬂmr Manajemen Mutu Industri Ahli o itin B biial oB 2.223.000,00
Jabatan Fungsional
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah 7
(8] L X
Py o 11 Jabatan Fungsional B 2.059.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah ;
Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,060
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah g
8 .
Lli Pe Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan l‘\lngs.lmal 0B 2.059.000,00
- B JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsi 0B 1.567.000,00
- ___Jlnnnhsi{eblmknn)\hh&ﬂ.ama B 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
B JF Penata Perizinan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Penata Perizinan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
| ] B JF Penata Perizinan Ahli Pertama B8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
‘::ﬂva - Rk a 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
':::'m HelcnFe al Abl 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Penata Kelol Penanaman Modal Abli 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
Pertama
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) o 6 Pelaksana ~oB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) S Pelak oB 781.000,00
o _|Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00 |
_|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
19 |DINAS S8OSIAL _|Kepala Dinas Sosial 14 impinan Tinggi Pratama OB | 10.574.000,00 |
= _ |Sckretaris Dinas Sosial . 12 Jabatan Struktural OB 4.064.000,00
g;'”: Sy Pelindungeaden Jaminem 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 1 Jabatan Strukiural on 2.891.000,00
|Kepala B\dam; Pemberdayaan Sosial dan ;
Penapgsnan Fakir Miakin 11 Jabatan Su‘ukm:al_ oB 2.891.000_,_00.
= v
Segn b Haglts Kioxe dun 9 Jabatan Struktural oB 2,223.000,00
Perencanaan
Jabatan Fungsional (Dampak
iwm Birokrasi)
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah .
Abli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 2.223.000,00
—_|JF Penyuluh Sosial Ahli Muda o 9 Jal Fungsional oB | 1.934.000,00
[ (e _JJF Pekerja Sosial Ahli Muda 9 __Jabatan Fungsional | OB 1.934.000,00
::l::"“c“’k Swadeys Masyscakat Abli 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
|  |JebatanFungsiomal | _ ]
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah ;
d [¢) 2.059.
Ahli e 11 B __Jabmnn Fungsional B 2.059.000,00
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah A -
B Ahli Muda 9 - M Fungsional oB 1..:.67‘000.(_10_
JF Analis I(rumlg,nn Pusat dan Daerah 2
e o y
| Pertama - . Rt 9 s
JF Peny Sosial Ahli Madya 8 _Jabatan Fungsional onB 2.059.000,00
= JF Penvuluh Sosial AhliMuda | 0 |  Jabatan Fungsional oR 1.567.000,00 |
JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional onB 1.205.000,00
JF Pekerja Sosial Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Pekerja Sosinl Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
N [T _|JF Pekerja Sosial Ahli Pertama . Jabatan Fungsional | OB | 1.205.000,00 |
‘::;““:W“”‘ ‘Swadaya Masyarmkat Abli n Jabatan Fungsional on 2.059.000,00
‘:'me Swadaya Masyarakat Ahli 10 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00
=i a_____ N, S — — —— i | - x
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00




NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN
. JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B
- __|JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB
— JF Perencana Ahli Pertama o 8 Jabatan Fungsional 0B
JF Psikolog Klinis Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B
JF Psikolog Klinis Ahli Muda - 9 Jabatan Fungsional 0B
JF Psikolog Klinis Alli Pertama 8 Jabatan Fungsional (0]5]
JF Pranata Komputer Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B
JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B
JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB
. |Pelaksana o -
~ |Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana o 1.146.000,00
- = T — Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana | oB |  937.000,00
| Pelal Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 0B _'!8_10()0 00 |
- — Pclaksanﬂ Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana 0B 421.000,00 |
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) | B Pelaksana | oB 334.000,00
20 |DINAS PERHUBUNGAN Kepala Dinas Perhubungan 14 Pimpinan Tinggi Pratama oB 10.574.000,00
Sekretaris Dinas Perhubungan 12 Jabatan Struktural OB 4.064.000,00
Kepala Bidang Lalu Lintas B 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Teknik Samna dan 1 Jabatan Shultinat OB 2.891.000,00
Prasarana
et DAt Anpetan g 1 Jabatan Struktural o 2,891.000,00
Keselamatan
Hipdie Seh-Tag s Uit 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
Perencanaan
B Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural 0B 2.223.000,00 |
Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 9 Jabatan Struktural | OB 1.934.000,00
Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas 9 |  Jabatan Struktural 0B
o Kepala Seksi Sarana 9 |  Jabatan Struktural OB
B Kepala Seksi Teknik Prasarana 9 Jabatan Struktural [¢]3]
Kepala Seksi Angkutan Penumpang 9 Jabatan Struktural OB
e Kepala Scksi Angkutan B g 9 Jabatan Struktural 0B
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.931.000,00
o Jabatan nal
JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 _Jabatan Fungsions oB 2.059.000,00 |
JF Analis hclmakan Ahli Muda 10 Jabatan l'uny,slonal og 1.567.000,00
s JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fu al | OB 1.205.000,00
JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan I-‘tmgmunal 0B 2.059.000,00
T - JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
. JF Perencana Ahli Pertama 8 _Jabatan Fungsional oB _1.205.000,00
N _ |JF Pranata Komputer Ahli Madya =~ | 11 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00 |
- er Ahli Muda [— Jabatan Fungsional | 0B |  1.567.000,00
v Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pelaksana Kelas 7 (S1) T Pelaksana oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) - . _ I Pelaksana 0B 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5] Pelaksana OB 781.000,00
- B Pelaksana Kelas 4 (SMP 4 Pelaksana oB 421.000,00
— |Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 ~ Pelaksana 0B 334.000,00 |
21 m’;ﬂm‘m i L“ﬂi‘:‘gﬁ“‘k‘:"‘ Howssnikim dan 14 Pimpinan Tinggi Pratama 0B 10.574.000,00
Sekretaris Kominfo — 12 Jabatan Struktural OB 4.064.000,00
e A 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
__|Kepala Bidang Aplikasi Informatika 11 Jabatan Struktural OB 2.801.000,00
Kepala Bidang Statistik dan Persandian 11 Jabatan Struktural oB 3.059.000,00
S S Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
Perencanaan
Kepala Sub Baginn Keuangan Jabatan Strukiural 0B 2.223.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
i Penyederhanaan Birokrasi)
B JF Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
- JF Manggala Informatika Ahli Muda 10 __Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
- . JF Statistisi Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
— |JF Sandiman Ahli Muda S 10 Jabatan Fungsional oB 2.150.000,00
N baten Fungelonal . . .
eeaess— JF Pranata Humas Ahli Madya i1 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
_|JF Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Pungsional oB 1.567.000,00
_T JF Pranata Humas Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional onB 1.205.000,00 |
JF Manggala Informatika Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Manggala Informatika Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
. JF Manggala Informatika Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Sandiman Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
) ~ |JF Sandiman Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional _ 0B 1.567.000,00
"y ~ |uF Sandiman Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional | OB | 1.205.000,00
p— \li M | 1 Jabatan Fungsional | OB 2,059.000,00
- - tatitis 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Statitisi Ahli Pertama 8 jabatan Fungsional oB |  1.205.000,00
S — JF Pranata Kompnter Ahli Madya 1 Jabatan Pungsional OB 2.059.000,00
o JF Pranata Romputer Ahli Muda 9 _Jabatan Fungsional on 1.567.000,00
JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00




HO PERANGHAT DAERAH NAMA JABATAN J TAN JENIS JABATAN BATUAN BESARAN
= = o S——— =
Pelaksana Kelas 7 (S1) = - 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
i ~ |Pelaksana Kelas 6 (D3) | e ] Pelaksana oB 937.000,00
iC__1 B Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 0B 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB ~421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
DINAS PERPUBTAKAAN DAN Kepala Dinas Perpustakaan dan i gi=—ug
22 REARSIPAR DERAN Konrdd 14 Pimpinan Tinggi Pratama o 10.574.000,00
Sekretanis Dinses Perpusiaiaes das 12 Jabatan Struktural oB 1.064.000,00
Kearsipan - 1 -3 s
| Kepala Bidang Lay 1 Perpustakaan g
dan Pembudayaan Gemar Membaca R S “?_‘“‘_‘f“““’ o8 | A
|Kepala Bidang Kearsipan 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00 |
Kepala Bidang Pengembangan Koleksi,
Jal S 2. .
~|Pengolah dan Alih Media = sl i sl
Kepala Sub Bagian Umum dan 9 Jabatan Struktural oB 2,223.000,00
Perencanaan =
Jnhﬂ-n Fungsional (Dampak - B
P h Birokrasi) L R
JF P -
l\na]m Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jubiakin Misgaisnal OB 2.223.000,00
Ahli Muda o [
JF Pustakawan Ahli Muda 9 Jabatan I"lmg,slmlal oB 1.934.000,00
JF Arsiparis Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
Jabatan Fungsional S| SN
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah = s s
i Madya B 11 Jabatan Fungsional QB 2.().!9.0()0,00_
M
JF Aualis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
Ahli Muda = D = o
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah ;
Ahli Pe 8_ | Jabatan ]"u:ugsufnal .C.)B _‘120\:_020.?0_
N S a————— JF Pustakawan Ahli Madya _ | 11 | Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
B s I | nstakawan Ahli Muda | 9 . _Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00 |
JF Pustakawan Ahli Pertama_ = 8 | Jabatan Fungsional | OB | 1.205.000,00
i |JF Pustakawan Penyelia - 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
e | ‘_ll"_l_"ga_sgtk_a}van Mahi 4 Jabatan Fungsional [8]¢] 1.033.000,00
JF Pustakawan Termmpil | 6 Jabatan Fungsional 0B 839.000,00
JF Arsiparis Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JIF Arsiparis Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Arsiparis Al Pertama 8 Jal Fungsional oB 1.205.000,00
JF Arsiparis Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
- JF Arsiparis Mahir 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00 |
o JF Arsiparis Terampil 6 | Jabatan Fungsional oB 839.000,00
B ~ |pelaksana - | —_— -
Pelal Kelas 7 (S1) 7 _ Pelaksana OB 1.146.000,00
~|Pelaksana Kelas 6 (D3) R _ Pelaksana 0B 937.000,00 |
[— Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana OB 781.000,00
| Pelaksana Kelas 4 (SMP) A Pelaksana oB 421.000,00
(I S | Pelal Kelas 3 dan 1 {SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
DINAS KOPERASI, UKM DAN |Kepala Dinas Koperasi, UKM dan oo o
23 PERDAGANGAN Pexd il 14 Pimpinan Tinggi Pratama 0B 10.574.000,00
Sckretaris Dinas Koperasi, UKM dan 12 Jabatan Stiaktneal OB 4.064.000,00
Perdagangan
Sopaie ity loperan dan Usiia Kok 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Menengah o R
Kepala Bidang Perdagangan 11 Jabatan Struktural | OB 2.891.000,00
Kepala Bidang Pengelolaan dan
. an St T X .
Pe bty - 11 Iabatan Struktural oB 2.801 000,00_
Kepsga Sub. Reglan Uit des Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
__ |Kepegawaian I — — —
- Kepala Sub Bagjan hcuangan Jabatan Struktural 0B 2.223.000,
Kepega UPTD Perkagtan Fermodston 9 Jabatan Struktuial oB 1.934.000,00
= ~ |Koperasidan UKM I e = = =
Kepala Sub Bagian TU UPTD Perkuatan trult
Permodalan Koperasi dan UKM i e S el ok LFEION00
Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha
= 9 Jabatan Struktural oB 1.924.000,00
_|Temadu (PLUT) Koperasi dan UMKM . !
Kepala Sub Bagian TU UPTD Pusat
Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
e = _ {dan UMKM N
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
N JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00
|JF Pengawas Koperasi Abli Muda 10 Jabatan Fungsional | OB 1.934.000,00
.;: l:j\:wr Manajemen Mutu Industri Ahl 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
- Vi
o ~ |JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda 10 | Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
JF Penyuluh Perindustrian dan 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
S | Perdagangan Ahli Muda | |- .- i TR S o
= __|JF Pengawas Ke "12?'}?!9&‘?9__&‘_‘_[’ Mnda 9 _Jabatan Fungsional | OB 1.934.000,00
JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
B Ahli Muda = =
I Jabatan Fungsional | . s
B JF Perencana Ahli Madya 12 Jal 1 Fungsional oB 2.059.000,00




KELAS
NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional
JF Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional
|JF Analis Perdagangan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional
JI Analis Perdagangan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional
JF Analis Perdagangan Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional |
o JF Pengawas Koperasi Ahli Madya 12 | Jabatan Fungsional
1 JF Pengawas Kopemsi Abli Muda 10 Jabatan Fungsional
I [ JF Pengawas Koperasi Alli Pertauna L J— Jabatan Fungsional |
- JJFPcogawas Kemetrologian AbliMadya | 11 | Jabatan Fungsional
JF Pengawas Kemetologian Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional
JE Pengawas Kemetrologinn Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional
. JF Penera Ahli Madya 1 Jabatan Fungsional
JF Penera Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional
JF Penera Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional
JF Penera Penyelia 8 Jabatan Fungsional
JF Penera Mahir 7 Jabatan Fungsional
JF Penera Ternmpil . 6 _Jabatan Fungsional
JF Penyuluh Perindustrian dan - .
Perdagangan Ahli Madya 3 St e
JI Penyulnh Perindustrian dan , i
) 9 . I
Perdagangan Ahli Muda S Raayens
JE Penyuluh Perindustrian dan ,
8 J O % X
Borlldhanana ANt s = abatan Fungsional B 1.205.000,00
:L';"v:y‘“'h*""‘ hawicanohmin ARK 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
:u:::‘“"'l"‘“" WSRO TN 10 Jabatan Pungsional oB 1.567.000,00
3 T |F Pengembang Kewimusabwan Abl | — C | 2000000
Pe 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) (3] Pelaksana OB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) B Pelaksana OB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) i Pelaksana 0B 421.000,00
_|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) & _ Pelaksana 0B ~334.000,00
24 |DINAS TENAGA KERJA DAN I\qfnh Dinas Tenaga Kerja dan 14 Pimpinan Tinggi Pra OB 10.574.000,00
PERINDUSTRIAN Perindustrian - e i
Selaepects Sl Yonnp e don 12 Jabatan Struktural 0B 4.064.000,00
Perindustrian
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja 11 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00
_-I\'.rpala Bidang Pelatilian dan o
| — _ |Produktivitas Tenaga Kerja [ " _'_J?_‘_)_‘f'a" Stmkm"?l__ - T o _1 Eoo_o_o_
= S _|Kepala Bidang Perindustrian = 11 _Jabatan Stuktwral | OB | 2.891.000,00
Fnpagh Exmis Biggiom, U conapc iy 0 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
Perencansan . _ . .
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Sub Bagian TU UPTD Balai ’
Latihan Keria 8 Jabatan Slr.l.lktuml oB 1.325.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
JF Instruktur Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional on 1.934.000,00
JF Mediat i i
v intor Hubungan Industrial Ahli 10 Jabatan Pungsional oB 1.934.000,00
- - o JF Pengantar Kerja Ahli Muda T JI{‘MI_{I!?FI!_I_!ESiDIM' OB |.f511:.990,?)€
JF Penyuluh Perindustrian dan ; .
Poileennano Al Atude 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
M E—— 1. I B -
= . JF Instruktur Abli Madya 12 Jabatan Fungsional OB} 2.059.000,00
JF Instruktur Abli Muda 10 ___Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JE Instruktur Ahli Pertama 8 __Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
e M;‘dmmr Hubungan Industrial Ahl 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
::'m';':"'““" i 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pertama )
JF Pengantar Kerja Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Pengantar Kerja Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Pengantar Kerja Ahli Pertama 8 _Jabatan Fungsional oB _1.205.000,00
JF Penyuluh Perindustrian dan S : f
B _|Perdagangan Anli Madya ! ——— s s s
JF Penyuluh Perindustrian dan . R
: .567.000,00
Perdinanons Al Nisle 9 Jabatan “E%s_'_m“' OB 1.567 (1(_)(3: o
JI Penyuluh Perindustrian dan & 2 i
Perd 0 Ahli Pertama ] Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
! v R N S———— | S SR S
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana oB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 ! _Pelaksana 0B 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana OB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 334.000,00




NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
25 Wﬂm i Kepala Badan Keuangan dan Aset Dacrah 11 Punpinan Tinggi Pratama 0B 16.511.000,00
";e'“‘““"i“ Badan Keuabgat: dan Aset 12 Jabatan Struktural oB 5.989.000,00
) |Kepala Bidang Anggaran ~ 11| Jabatan Struktural _oB 4.190.000,00 |
- o Kepala Bidang Perbendaharaan 1 11 __Jabatan Struktural on 4.190.000,00
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 11 Jabatan Struktural OB 4.190.000,00
Kepala Bidang Barang Milik Dacrah 11 Jabatan Struktural OB 4.190.000,00
Kepala Sub Bag Umum dan Kepege 9 Jabatan Struktural 0B 2. 758.000,00
Kepala Sub Bidang Inventarisasi o Jabatia Steat 1 OB 3.701.000.00
Penatausahaan BMD ) i
Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang a Jabatan Struktural oB 2.701.000,00
Milik Dacrah 2
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran 9 Jabatan Struktural 0B 2.701.000,00
 IKcpala Sub Bidang Pembinaan Anggaran | 9 Jabatan Struktural | OB | 2.701.000,00
Kepala Sub Bidang Belanja Daerah 9 Jabatan &1rukluml (8]:] 2.701.000,00
:;m Sub Bidang Pengelaluan Kas 9 Jabatan Struktural on 2,701.000,00
- — B N Kepala Sub Bidang &_Ig_l_mtxmm 9 Jabatan mn_llgmmlj 0B '.!.'?OIAQOQ,Q{).
Kepala Sub Bidang Pelaporan 9 Jabatan Struktural oB 2.701.000,00
a B Jalutan Fungsional (Dampak
B - Peny b Birokrasi) S =
. —— JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.758.000,00 |
JF Analis Keuangan Pusat dan Daemh = ‘
ARl Muds {sub Koordinator o 9 ) Jabatan Fungsional OB 2.758.000,00
JF Analis Keuangan Pusatdan Dacrah | o Jabatan Fungsional oB 2.701.000,00
Ahli Muda
[ JI¥ Penilai Pemerintah Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB_ | 2701.000,00
[ Jabatan Fungsional |
__|JF Perencana Ahli Madva 12 Jabatan Fungsional 0B
= o [JF Perencana Ahli Muda pgea— 10 Jabatan Fungsional OB
K o |JF Perencana Ahli Hc-rtama 8 Jabatan Fungsional OB
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah N .
) | Anii Madya 11 . Jabatan Fungsional OP 100
JF Analis Kenangan Pusat dan Daemh %
~ |Ahli Muda 9 Ji_.l]JHI.HJ.l F‘mfgsmua] oB 1.567. 000 00
JF Analis Kenangan Pusat dan Daemh S . i
== ______|Ahli Pertama s . ﬁlf“_l‘m’_ . unl - _(_)_B_ Lmi il
o _ F I'Mmrmtnh th Ma'!va 12 Jabatan Funm_ oB 2.059.000,00
__|JF Penilai Pemerintah Ahli Muda 10 Jal 1 Fung; 1 OB 1.567.000,00
JF Penilai Pemerintah Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Pranata Komputer Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
B JF Pranata Kompuler Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
— JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan F‘u.qgg}g_{m] oB 1.205.000,00 |
S — Pelaksana R o )
|Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana OB _ 1.146.000,00 |
- |PelaksanaKelas6(D3) =2 6 = Pelaksana | OB 937.000,00
. [Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana OB 781.000,00 |
] _ |Pelaksana Kelas 4 (SMP} L - Pelaksana 0B 421.000,00 |
_ |Pelaksana Kelas 3 18D — Pelaksana 0B 334.000,00
26 [BADAN PENDAPATAN DAERAH |Kepala Badan Pendapatan Dacrah 14 Pimpinan Tinggi Pratama oB 16.541.000,00
o _|Sekretaris Badan Pendapatan Dacrah 12 _ Jabatan Struktural | OB | 5.989.000,00
Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan 11 Jabatan Struktural 0B 4.190.000,00
Krpﬁh Bidang Penetapan meT'mmgi]mn [—
Pasik Decrali 11 Jabatan Slmktl.l.l‘al. oB 4. 190000,(]0-
Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan
Pengembangan Pajak Daerah dan 11 Jabatan Struktuml oB 4.190.000,00
Retribusi Dacrah
Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian 9 Jabatan Struktural oB 2.758.000,00
Kepala Sub Bidang Pelayanan dan
i 9 | ral (& x A
Kongiltasi Pajak Dactah Jabatan Struktu B 2.701.000,00
Kepala Sub Bidang Pendataan dan
s g 2 000,00
_ Pe Obiek Pajak Dacrah 9 Jﬂ.hatan Struktural OB 2 ?_ﬂl__(in y
= P - =
'I;‘;""hmls“h R Feaktapad Taik ) Jabatan Struktural oB 2.701.000,00
:”mp"hmhﬁ‘“b Bideng kgl Pk 9 Jabatan Struktural on 2.701.000,00
~|Kepala Sub Bidang Monitoring dan s
Evaluasi Pajak Dacrah dan Retribusi 5 dabatan Struktural OB 2.701.000,00
o |Daerah - )
Kepala Sub Bidang Pcngcmba.ﬂgan Pajak y
9 & Struktural Ol 5 g
B Daerah dan R Guewsh Jabatan St 3 2 7{)_! 000,00_
=l e — N
S Penyederhanaan Birokrasi) [
o JF Perencana Ahli Muda 1 — ik Jabatan Fungsional oB 2.758.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Daemh 2 i
9 mal oB 2.758. ,00
Ahli Muda (sub Koordinator) | - _.ana!un Fungsio =aE0R
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah o Jabatan Fungsional OB 2.701.000,00
Ahli Muda e
Jabatan lonal
JE Perencana Ahli Madya ea— 12 _Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN Jf::‘::ﬂ JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
= |JF Perencana Ahli Pertama 8 __Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
NI Analis Keunngan Paset des: Davral 11 Jabatan Fangsional oB 2.059.000,00
- Ahli Madva S — - A - -’

JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah o Jabatan Pungaional oB 1.567.000,00

Ahli Muda s :

JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah 8 Jabatan Pungsional on 1.205.000,00

Ahli Ec_'_l‘tamﬂ

e ——— JF Pre 1 Komputer Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
o S JJF Pranata Komputer / J'\_]l].l Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00

JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00

Pelaksana

Pelaksana Kelas 7 (S1) g Pelaksana oB | 1.146. 000 00_

# Pelaksana Kelas 6 (D3) (5] Pelaksana 0B 937.000,00

- Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00

- Pelaksana Kelas 4 (SMP) -4 Pelaksana 0B 421.000,00

5 Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 334.000,00
BADAN PERENCANAAN . - - . L =

27 PEMBANGUNAN DAERAH I\rplda_[_;ﬂ’PLl)A | _1T1 Pimpinan Imggl Pratama oB 16.541.000,00

|Sckretaris BAPPEDA 12 - _Jabatan Struktural 0B 5.989.000,00

Kepala Bidang Perencanaan,

Ji £ 4.190. ,00

Pengendalian dan Evaluasi Pem nan 11 Jabatan Struktural 0B 190.000

Kepala Bidang Fisik o 11 Jabatan Struktural oB 4.190.000,00

Kepala Bidang Perckonomian dan Kesra 11 Jabatan Strukiural oB 41.190.000,00

l\cpa]'ﬂ Sub Baﬁn,um Perencanaan, Umiim Jabatan Struktiral oB 2.758.000,00

jdan Kepegawainn
S o Kepala Sub Bagian Keuangan Jal Struktural oB 2.758.000,00
~ |Jabatan Fungsional (Dampak B D
_|Penyederhanaan Birokrasi) - -

JF Perencana Ahli Muda — 10 _ Jabatan Fungsional OB | 2.701.000,00
| JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional o8B 2.701.000,00
- i _ |Jabatan Fungsional - -

== JF Perencana Ahli Madya o 12 Jabatan Fungsional | OB |  2.059.000,00

JF Perencana Ahli Muda I B ¢ __Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00

JF Perencana Ahli Pertama 8 Jabaian Fungsional OB 1.205.000,00

JF Analis Kebijal Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional (8]¢] 2.059.000,00

JF Analis Kebijakan Ahli Muda N 10 Jdabatan Fungsional OB 1.567.000,00

JF Analis Kebijakan Ahli Pertama ] Jabatan Fungsional oB 1.:205.000,00

- i |Pelaksana - -

B — Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelal oB | 1 14_620200

B Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana oB 937.000,00

_|Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 ~ Pelaksana | os  781.000,00
| na Kelas 4 (SMP) 4 Pelal OB 421.000 _qg__

= o Pelaksana Kelas 3 dan 1(SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00

o |BADAN KESATUAN BANGSA  |Kepala Dadan Kesatuan Bangsa dan N e | [

28 DAN POLITIK  Politik 11 Pl.!.l.l.pf.l.li-.u.l_'l inggi Pmtama_ oB i 10.5‘?4.000.00_

b i ks lesat 5 e

:E:nmﬁ Badan Kesatuan Bangsa dan 12 Jabatan S tural oB 4.064.000,00

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan o

Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00

. Sosial, Budava, Agama

v 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00

Organisnsi Kemasvarakatan

SEPA Ko Svmaghdaai Hanlonal 1 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00

dan Penanganan Koflik

Kepala Sub Bagian Umum dan 9 Jabatan Struktural OB 2.223.000,00

__{Kepegawaian -
|Jabatan Fungsional (Dampak

= [Penyederhanaan Birokrasi) = ——
IS U | JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00

JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00

- _|Jabatan Fungsional - N - I

___|JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
L = — |JF Perencana Ahli Muda 10 Jabalan Fungsional OB |  1.567.000,00 |

JF Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00

JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00

JI Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00

JF Analis Kebijakan Ahli Pertana 8 Jab 1 Fungsional OB 1.2205.000,00

Pelaksana Kelas 7 {S1). )4 Pelal oB | 1.146.000,00

Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 | Pelaksana _oB 937.000,00

Pelaksana kelas 5 (SMA) 3 Pelaksana OB 781.000,00

- o l—'elak_mna Kelas 4 (SMFP} 4 Pelaksana | oB | = 421.000,00

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 334.000,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
29 [PENGEMBANGAN SUMBER Kepala BKPSDM 11 Pimpinan Tinggi Pratama oB 10.574.000,00
__|pava manusiA
______|Sckretaris BKPSDM 12 | Jabatan Struktural OB |  4.064.000,00
I\f:pﬂlﬂ Bldnng Pengrmbaugan Sumber 11 Jabstan Struktursal OB 2.801.000,00
— [ Daya Manusia




NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN J::&‘l‘ AN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
Koy Bl Mt Promonl S 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Penilaian Kinerja
e Ky Fegedom; Pemthechertion 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
dan Informasi
SESN D s ek Gae 9 Jabatan Struktural oB 2,223.000,00
Perencanaan :
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 ~Jabatan Struktural 0B 2.223.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
I | I _________ |Penyederhanaan Birokrasi) - o R S
JF Analis Sumber Daya Manusin a’\pumlur :
0 . v .
Ahli Muda 1 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
JIF Analis Kebijnkan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsi 1 OB 1.934.000,00
B |UF Aualis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00 |
JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
|JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 ____Jabatan Fungsional oB | 1.205.000,00
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatir| . = . "
|anii g 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Analis Sumber Daya Manusia !\pnmmr . 3 -
|Anli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur] " " ’
b B . 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF S 'r [ i
S SR S 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Aparatur Penvelin
JF Pranata Sumber Daya Manusia " '
ol | _|Apasttur Mahir '?_ | Jabatan Fungsional . OB_ - 1.033.000,00
8 Si
JF Pranata Sumber I)mn Manusia 6 Jabatan Fungsional oB 839.000,00
- —— ___|Aparatur Termmpil et st G B,
__________ __|I¥ Perencana [P 12 ____Jabatan Fungsi 1 oB 2. 059 000 DO
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 |
JF Perencana Ahli Pertama B Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF is Pe ; i Alli
A;;nha Pengembangan Kompetensi Ahli 12 Jabaien Pungsicnel OB 2.059.000,00
‘::u::“h“ Pengsmbangan Komicimuel ARN 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
‘:,: Analis Pengembungan Kompetcnsi Abli 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
| JE Prannla kotuput:r Ahli Madya | 1} : 1 ._Jul-aalau_ _I_-'unga,i_gual_" oB | _2.059.000,00'
JF Pranata Komputer Ahli Muda Il 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Pmnata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 | Pelaksana 0B 1. 116.000,00
|Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 | Pelaksana on | 937.000,00
N Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 0B 781.000,00 |
— Pelaksann Kelas 4 (SMP) i 4 Pelaksana 0B 421.000,00 |
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 331.000,00
30 BADAR RISET DAN INOVASI Krpaln Badan Risct dan Inovasi Dacrah 11 I‘unpman Tl.ngg] Prataana oB 10.571.000,00
_|DAERAH - ' —t SREINES - . . :
D;":l“l“ is Badun Risct dan novasi 12 Jabatan Struktural on 1.064.000,00
E lu:pa.lu "iuh Bagian Umum dan o ~
Ke " _ _ B Jabatan Strukiuml oB | __2.22'&.00().00
] !srpah UI-"I (§] Iu-huu Raya Liwa ) Jabatan Struktural | oB 1.934.000,00
Kepala Sul Ju
1 :ma b B TU UPTD Kebun Raya ] Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
|Penyederhanaan Birokrasi)
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah i . .
_ Ahli Muda L ] J.abaum I-'l.mgann.ul (Jl!_ | 2.2’23.(!)0.09
JF Peneliti Ahli Mtuta . 9 } Jabatan Fungsional | OB _ 1.934.000,00
¥ Perckayasa Ahli Muda - 9 | Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 |
JF Analis P fi 1 IPTEK Ahli Muda | k) Jabatan l-lmg;mnal oB 1.934.000,00
J_l-‘_.‘\ml.ljs Data Hmiah Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
|| ————— mee mm __|JF Penata Penerbitan Hmiah Abli Muda 9 Jabatan Fungsional | 0B ~1.934.000,00 |
JF is K
L u;\rmlu Keuangan Pusat dan Daerah 1 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
|Ahli Madya ! 4
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah " .
) Jud I D67,
Ahli Muda . Jubatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah 9 g =
Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Pencliti Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
|JF Peneliti Ahli Muda T ) 9 Jabatan Fungsional | OB 1.567.000,00
JF Pencliti Ahli Pertama = 8 I _Jabatan Fungsional on ~ 1.205.000,00
e __JJF Perckayasa Ahli Madya 12 | Jabatan Fungsional | OB | 2.059.000,00 |
JF Perekayasa Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 |
JF Perckayasa Ahli Pertama ] Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
) JF Analis Pemanfaatan IPTEK Abli Muda_ | 9 Jabatan Fungsional oB | 1.567.000,00
:m"‘”""“ PO TR I 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
T ~|JF Analis Data Ilmiah Ahli Madya B  Jabatan Fungsional | OB |  2.059.000,00
1 _|JF Analis Data llmiah Ahli Muda | 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Analis Data [lmiah Ahli Pertama ] Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00




NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN JAK:AT AN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
~ |JF Penata Penerbitan llmiah Ahli Madya | 11 Jabatan Fungsi 1 0B 2.059.000,00
JF Penata Penerbitan llmiah Ahh Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00 |
JF Penata Penerbitan Hmiah Alli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
| o __|Pelaksana .
e Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana 0B 1.116.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana aB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelal oB ~781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 _ Pelaksana oB 334.000,00
- -— — — —— - - - .
BADAN PENANGGULANGAN Kepala Badan Penanggulangan Bencana 4oy oo =
. . ,00
31 BENCANA DAERAH Daersh - i 'lj Pimpinan Tinggi Pratama oB 10.574.000 |
Sekretaris Badan Penanggulangan :
2 : 1.064.
_ ) _ ___|Bencana Dacraki 1 B _Jabatan Struktural onB e 000,00
SERRIORTY Pt S 11 Jabatan Struktural on 2,891.000,00
Kesiapsigaan | e
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 11 _Jabatan Strukiural oB ~ 2.891.000,00 |
Kepaia Ridang Rebakitisent-den 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Rekonstriksi e e
Kepem Sut/ Daglan Umsanc den 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
Kepegawainn
e Jabatan Fungsional (Dampak i
Penyederhanaan Birokrasi) - 1
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 2.223.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah . [
i Muda 9 Jabatan Fungsional OB 2.223.000,00
ﬂﬁm‘a Peangauiangan Bncena Akl 0 Jabatan Pungsional OB 1.934.000,00
JF Pcugtbla-l-‘k:ugudmu Barang dan Jasa " !
hii Muda 10 -Jﬂl_mtzfn_Flmgsmna] 0B 1.034_.(300.0{.)‘_
S . _ |Jabatan Wmu.l — - o ___
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Z
Abli Madya B 1 - Jabatan Fungsional B 013_ _2_059_-0(3(_).00.
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah % —_— . , =
Ahli Muda £ .J.almtun_l-‘ungsnfmal oB 1..)_6’?.00[],{]0
JF Analis heuangan Pusat dan Daerah 3 2 . I
Ahli Pertama | & Jabaten Fungsional oB 1.205.000,00
= _|JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
~ |JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JF Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 |
JF F:::am Penanggulangan Bencana Ahli 12 dabaten Muogsional OB 2.059.000,00
::u :l:num Penanggulangan Bencana Ahli 9 Jabatiin Fuiigiional OB 1.567.000,00
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli & P .
Pe o 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JEF Analis Kebene Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
= JF Analis Kebenc Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00 |
__|JF Analis Kebene Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional | OB 1.205.000,00 |
— | JF Pranata | K gg;puu:r Ahli Ma{lva 11 Jab 1 Fungsional 0B 2, 059.000,00 |
B . JF Pra  Komputer Ahli Muda 9 | Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
[ |JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional OB | 1.205.000,00
- F - " |Pelaksana __ = ——— B . =
- - Pelaksana Kelas 7 (S1) o Pelaksana 0B 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) o 6 Pelaksana 0B 937.000,00 |
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana on 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMPj 1 Pelaksana 0B 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
| 32 [KECAMATAN BALIK BUKIT  |Camat Balik Bukit 12 Jabatan Struktural | OB 6.043.000,00 |
| i 5 Sckmtans Camiat Bai.lk Bukit 11 _ Jabatan Strukturmal = | OB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
Kepegawaian . ) il
Kepala Sub Bagian Perencansaan dan Aahagas . OB 1.636.000,00
|Kenangan o e
S| | —— |Kepala Seksi Pemerintahan - — 9 | Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
B Kepala Seksi _l_\ema.wnra]mtan 9 Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat - ; ¢
o o ockon/ lushin o 5] Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
:\rzlpf:: Seksi Ketentraman dan Ketertiban ° Jabatan Strukt OB 1.934.000,00
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 {1D3) (5] Pelaksana oB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) S Pelaksana _oB
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelal OB
__ |Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB
33 |[KECAMATAN BELALAU |camat B 12 Jabatan Struktural OB . 6.043.000,00 |
Sckretaris Camat 11 |  Jabatan Struktural OB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan 8 Jabatan Struktural on 1.636.000,00
o ~ |Kepegawaian i i il .
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 8 Jabatan Strukiural oB 1.636.000,00
Kenangan
Kepala Seksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00




NO PERANGHAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN BATUAN BEBARAN
- — {Kepala Scksi Kemasyarakatan | 9 |  Jabatan Struktural [ OB [ 1.934.000,00
Kepala Sekai Pemberdaysan Masyarakat 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
B - Pekon/ Kelurahan o ) —
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
B Pelaksana D) IR ) -
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana 0B 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana oB 937.000,00
Pelak Kelas 5 (SMA) S Pelaksana 0B T81.000,00
Pelal Kelas 1 (SMP) 1 Pelaksana oB 121.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)_ 3 Pelal oB 334.000,00
34 |KECAMATAN SUMBER JAYA [Camat - ) - 12 | Jabatan Struktural 0B 0!
) Sekretaris Camat - 11 __Jabatan Strukiural 0B 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Usum dimn 8 Jabatan Struktural on 1.636,000,00
. |Kepegawaian . E———— -
Koy Sub Baglen Perencansan dan 8 Jabatan Struktural 0B 1.636.000,00
— — e Keuangan = . S
Kepala Seksi Pemerintahan 9 JJalb Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Kemasyarakatan ) Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat .
- _ |Pekony Ketu _ _9 Jabatan Struktural U_B 1.934.000,00
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Pelaksana
- Pelaksana Kelas 7 (S1) _ 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
N |Pelaksana Kelas 6 (D3) |1 e Pelal oB 937.000,00
) [Pelaksana Kelas 5 (SMA) 15 Pelaksana 0B | 781.000,00 |
o o Pelaksana Kelas 4 (SMP)___ B 7 _ Pelaksana 0B | 421.000,00
i Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 B Pelaksana oB 334.000,00
35 |KECAMATAN WAY TENONG |Camat — 12, | Jabatan Struktural | OB | 6.043.000,00
e . _|Sckretaris Camat Jabatan Struktural | OB 2.891.000,00
e Sub Bagi J
e Buk Bagien Hiwset den 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
— Kepegawainn . : -~
!\.cpa.h Sub Bagian Perencanaan dan 8 Jabatan S 1 OB 1.636.000,00
Keuangan
Kepala Seksi Pemerintahan 9 Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00
Kepala Scksi Kemasyarakatan 9 Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayann Masyamkat .
Pekon/ Kel i 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
5 __|Pelaksana . . .
[Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana _ 0B 1.146.000,00
) ___|Pelaksar 6Py 0000 6 Pelaksana 0B 937.000,00
o _ |Pelaksan s 5 (SMA) 5 | Pelaksana | OB 781.000,00
_ [|Pelaksana Kelas 4 (SMP} — & Pelaksana | OB 421.000,00 |
Pelaksana Kelas 3 dan 1 {SD) 3 Pelal oB 334.000,00
36 |KECAMATAN SEKINCAU  |Camat 12 Jabatan Struktural OB |  6.013.000,00
Sekretaris Camat 11 Jal Struktural oB 2.891.000,00
. ¥ Jagi J
o, e 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
Kepegawainn
!\'ep:'lla Sub Bagian Perencanaan dan 8 Jabatan S 1 oB 1.636.000,00
Keuangan
o Kepala Scksi Pemerintabian 9 Jabatan Struktural oB 1.934,000,00 |
- S Kepala Seksi Kemasyarakatan . 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 9 $ 934,
|pekon/Keturahan | sk W bt
Kepala Seksi Ketentinuman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00
_ |pelaksana R = I | .
| Pelaksana Kelas 7 (S1) - 7 Pelaksana OB 1.146.000,00
- Pelaksana Kelas 6 (D3) - 6 Pelaksana OB 937.000,00 |
i Pelaksana Kelas 5 (SMA) 15 ~ Pelaksana | OB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) a__ | Pelaksana ~ 0B | 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 1 Pelaksana OB ~331.000,00
37 |KECAMATAN SUOH Camal 12 Jabatan Stuuktural 0B 6.043.000,00
Sckietaris Camat 11 Jabatan Suukiural oB 2.891.000,00
h_cl s“_b Eagin Umun:dan 8 Jabatan Struktural OB
Kepegawaian
brps Sy Rugian: Fepnticanmn den 8 Jabatan Struktural oB
== Keuvangan N - L
__ |Kepala Scksi Pemerintahan i . [ Jabatan Struktural oB
o Kepala Scksi Kemasyarakatan o 9 | Jabatan Stuktural oB_ |
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat
N 9 Ja b oB
- ) | Pekon/ Ket o ! _ abatan ““nlf'ukturﬂl_
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural 0B
N Pelaksana ) C ol ma T o
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana OB 1.146.000,00 |
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana OB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00




NO PERANGHAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN BATUAN BEBARAN
. Pelaksana Kelas 4 (SMP). 4 Pelaksana OB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)} 3  Pelaksana OB ~ 334.000,00
38 |[KECAMATAN BATUBRAK  |Camat 12 | Jabatan Struktural | OB 6.043.000,00
_|Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 |
K.cpah Sl{b Bagian Umum dan 8 Jebetan Stealktital oB 1.636.000,00
Kepegawaian
Krpiop Sriiy Sgie). Fctrionaien: ten Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
Keuangnn
kepala Seksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktwmal 0B 1.934.000,00
Kepala Scksi ke yarakat, 9 Jabatan Struktural oB 1.931.000,00
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat
9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Pekon/ Kelurahan == i
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
" |relaksana B I ) - o 1
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
B ~ |Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana | OB 937.000,00
Pelal Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana OB 781.000,00
e Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 _ Pelaksana oB 421.000,00
. _ B Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 _ Pelaksana 0B 334.000,00
39 |[KECAMATAN SUKAU Camat 12 | Jabatan Strukiural 0B 6.013.000,00
Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Pepain sl Bagieuy iy dun 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
Kepegawaian
ltcpalu Sub Bagian Perencanaan dan Sithserterm Sk ) oB 1.636.000,00
Keuangan e
Kepala Seksi Pemerintabar 9 Jabatan Struktural OB | 1.934.000,00
— — | kepala Seksi K yarakatan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat ‘
| - 5 J_ Jabatan Slm.lfiu.ml_ a _OB 1.93_‘1 .000,00
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Pelaksana . SR B 1
B | Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana = _0B__ | 1.146.000,00 |
| Pelaksana Kelas 6 (D3) =p Pelaksana OB 937.000,00
~ |Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 _ Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP} 4 Pelaksana oB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 3341.000,00
40 |KECAMATAN GEDUNG GU'RIAIICamat 12 Jabatan Struktural OB 6.043.000,00
~|Scketaris Camat N 11 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00
= Sub =
Kepajx Sul- ogsa U den 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
= Kepegawaian = W= . -
Hopa. S, el Dorencansan dan 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
S _|Keuangan ) | ————— : = =1
-y e [|Kepala Seksi Pemerintahan, 9 | Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
|Kepala Seksi Kemasyarakatan | 9 |  Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayasn Masvarakat
Y S 5] E 931,
_|Pekon/Kelurahan 2 s imaingsad & | SR
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
- Pelaksana B I . . —
Pelal 1a Kelas 7 (S1) T Pelaksana on 1.116.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 5] Pelaksana oB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana OB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP} 4 Pelaksana _oB 421.000,00
1] Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 _ Pelaksana OB 334.000,00
41 [KECAMATAN KEBUN TEBU |Camat B I T __ Jabatan Struktural | 0B | 6.043.000,00
— __|Sekretaris Camat o 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Kepala Su.h Bagian Umum dan 8 Jelietan StEnkeiral QB 1.636,000,00
Kepegawaian = i — i
Kepala Sub Bagien Pesencanaan den 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
- o __|Keuangan . =1
e Kepala Seksi Pemerintahan B Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Kemasyarakatan B 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala chks: Pemberdayaan Masyarakat 9 Jubietsin Strulktiral OB 1.934.000,00
Pekon/ Kelurahan
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Pelaksana
- Pelaksana Kelas 7 (S1) rl 7 Pelaksana on 1.146.000,00
~|Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana 0B 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00 |
g Pelaksana Kelas 4 (SMF) A  Pelaksana oB | 421.000,00 |
- Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) | 3 Pelaksana oB 334.000,00
42 |[KECAMATAN AIR HITAM Camat 12 Jabatan Struktural [ OB | 6.043.000,00
i [ N Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00 |
l\‘.cpala Su.b Bagian Umum dan 8 tian Sl 1 oB 1.636.000,00
- Kepegawaian crs o] = —
[\'c;m.h Sub Bagian Perencanaan dan 8 leliatan Stoul 1 OB 1.636.000,00
Keuangan
Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN J::&m,r i JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
. = _ |Kepala Seksi Kemasyarakatan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepaks Sekai Pemberdayaan: Masyamiot 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
J o |Pekon/Kelurahan ——
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
: |Pelaksana . S
o Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana [8]5] 1.146.000,00
-l Pelaksana Kelas 6 (D3) [} Pelaksana (8] 037.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 1Pelak o) on 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 1 Pelaksana oB 421.000,00
- Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB ~334.000,00 |
43 |KECAMATAN PAGAR DEWA  [Camat 12 Jabatan Struktural 0B | 6.043.000,00
. . |Sckictaris Camat 11 | Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Eepain b Ragien U den 8 Jabatan Struktural on 1.636.000,00
Kepegawaian B - il
Kepala Sub Bagian Perencancan dan Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
|Kenangan Loen V| |Be o e e |
Kepaln Seksi Pemerintahan 9 ~_Jabatan Strukiural 0B 1.934.000,00
Kepala Seksi Kemasyarakatan ; 9  Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala S'ck:u Pemberdayaan Masyarakat 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
~_|Pekon/ Kelurahan v
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
B Pelaksana Kelas 6 (D3) 5 Pelaksana OB | 937.000,00 |
S 5 | Pelaksana oB 781.000,00
— . __Pelal 0B 421.000,00
. 3 o Pelaksana OB ~334.000,00
44 |[KECAMATAN BATUKETULIS |Camat 12 Jabatan Struktural o8 6.043.000,00
o N Sckretaris Camat 11 ___Jabatan Struktural oB ~2.891.000,00 |
Kopas Sob Begin oo den 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
Kepegawaian
I\‘Epﬂk"l Sub Bagian Perencanaan dan 8 Jabatan § OB 1.636.000,00
Keuangan sV
Kepala Seksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala Scksi Kemasyarakatan 9 Jabatan Struktural oB 1.931.000,00
Kepala Scksi Pemberdayasn Masyarakal .
Pedek ol 9 Jabatan Strmktural 0B 1.934.000,00
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
L — = e — .| —_— ———”___-_-_
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00 |
= Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana o8B 937.000,00 |
B Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 0B | 781.000,00 |
Pelal Kelas 4 (SMP) - 4 Pelaksana OB ~ 421.000,00 |
B ~ [Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 B Pelaksana 0B 334.000,00
45 s'mm:“um““ MANDAR NraEm Camat 12 Jabatan Struktural oB 6.043.000,00
Sekretaris Camat 11 Jabatan Struktural ~ oB 2,801,000,00 |
sepaa Sub Buglen Ussum dun 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
Kepegawnian
Itcpal[l Sub Bagian Perencanaan dan Jubatan S OB 1,636.000,00
Keuangan
I Kepala Seksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural oB | 1.934.000,00 |
—— Kepala Seksi Kewasyarakatan 9 Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat o o
Pekon/ Kelurahan | _Jﬂbi’l__iﬂn S‘tnnktuml_ OB__ ) 1. ‘MGOO_,GO_
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Strukturml oB 1.934.000,00
T Pelaksana
. |Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 1 oB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00
= Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB | 421.000,00 |
B Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 334.000,00 |
46 w LUMBOK Camat 12 Jabatan Straktural OB 6.043.000,00
Sckretaris Camat 11 Jak Struktural oB 2.891.000,00
Kepa Dub Engisy Unauw) dio 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
Kepegawaian
Bepapa: Suk: Bagisn: Baraciinn. du 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
= Keuangan — - DR
= R Kepala Scksi Pemerintahan ;- - Jabatan Struktural OB | 1.934.000,00 |
. Kepala Seksi K yarak == - __Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
NP CAREE DT N 9 Jabatan Struktural oB 1.934,000,00
__|Pekon/Kelurahan I
Kepala Scksi Retentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural 0B 1.934,000,00
S— _ |Pelaksana —
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana oB 937.000,00 |




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN .:f:ﬁfu JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
— "[Pelaksana Kelas 5 (SMA) T 5 | Pelaksana "OB__ | 781.000,00
== |Pelal Kelas 4 (SMP) a | Pelaksana B OB | 421.000,00
o Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) — 3 Pelal 0B 334.000,00
47 |KELURAHAN WAY MENGAKU |Lurah | o Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00 |
. Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
Kepala Seksi Pemeri 8 Jabatan Struktural [8]3] 1.325.000,00
Kepala Scksi Kesejahteraan 8 jal Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Scksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
_ |Pelaksana ) .
B Pelal Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana | oB 1.146.000,00
a_ Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana OB 937.000,00
B |Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana OB 781.000,00
: _|Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelal OB | 421.000,00
B . Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 8 Pelaksana 0B 334.000,00
48 |KELURAHAN PASAR LIWA Lusah 9 Jal Struktural oB 1.934.000,00
g Sekretaris Lurah 8 Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
Kepala Seksi Pemerintahan 8 Jabatan Stuuktural OB 1.325.000,00
Kepala Scksi Kesejahileraan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Scksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
. . (Pelaksapa 00 @ |
= . ___|Pelaksana Kelas 7 (S1) | i Pelal ] oB 1.146.000,00
_|Pelaksana Kelas 6 (1D3) —— ] ~ Pelaksana 0B 937.000,00 |
. _|Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 __Pelaksana | OB ] 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) — 4 _ Pelaksana OB 421.000,00
= Pelaksana Kelas 3 dan 1(SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
| 49 |KELURAHAN TUGU SARI |Lurah 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 |
Sekretaris Lumh 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 |
Kepala Scksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
- Kepala Scksi Kescjahterman 8 Jabatan Strukiural aB 1.325.000,00
Kepala Scksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
— _ |Pelaksama —
o Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana | oB | 1.146.000,00 |
[ Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana 0B 937.000,00
) Pelaksana Kelas 5 (SMA) - 5 ~ Pelal oB 781.000,00
- - _ |Pelaksana Kelas 1 (SMP) — 4 - _Pelaksana OB | 421,000,00
i Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 _ Pelaksana on 334.000,00 |
50 |KELURAHAN FAJAR BULAN Lurah 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Sekretaris Lurah 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
Kepala Seksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Scksi Kescjahteraan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
i Kepala Seksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00 |
) |Pelaksana , -
N Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 _ Pelaksana OB 1.146.000,00 |
- _ |pelaksamaKels6 (D3) 6 _ Pelaksana__ OB | 937.000,00
- _ |Pelaksana Kelas 5 (SMA) = 5 Pelaksana o8B 781.000,00
= [|Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelal OB ~ 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
51 |KELURAHAN SEKINCAU Lumah 9 Jabatan Struktural onB 1.934.000,00 |
Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
Kepala Seksi Pemerintahan B8 Jabatan Struktural onB 1.325.000,00
Kepala Scksi Kesejahternan 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
Kepala Scksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
| - | Pelaksana s B
i |Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana OB |  1.146.000,00 |
. ) _|Pelaksana Kelas 6 (D3) i 6 Pelaksana. OB | 937.000,00
_ |Pelaksana Kelas 5 (SMA). o 5 | Pelaksana oB | 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) i a Pelal 0B 421.000,00 |
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya,
KABAG HUKUM

SATJ

NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

td

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat /Gol
Jabatan

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ............. Tahun...........
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ini menyatakan bahwa kami
sebagai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Lampung Barat
BUBE siisiennsrmnebon Tahun Anggaran ...... LSS RD. wisiiviines (terbilang
R T ) bertanggung jawan mutlak terhadap seluruh
pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan telah
dihitung dengan benar serta sanggup untuk mengembalikan kepada Kas
Umum daerah apabila di kemudian hari terdapat kesalahan perhitungan
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan pegawai
dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ly —
Seketaris Daerah / atasan Langsung

---------------------------
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN
KOP DINAS

SURAT KETERANGAN KELUAR PADA JAM KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini atasan langsung pegawai atas nama :

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai yang namanya tersebut diatas sedang
melaksanakan tugas diluar kantor pada jam kerja dalam kegiatan :

Uk W~

Dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

LIWA, ©ooviiiiiiiiiciiiiiiceeeieaanns
........................... (Jabatan Atasan Langsung)
Pangkat/Golongan

1 D ——

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

SARJA
NIP. 1961020 200501 1 008



LAMPIRAN IV  PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN

PENGURANGAN TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG SEBELUM
WAKTUNYA

a. TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan Prosentase

(TL) Lama Keterlambatan Pengurangan
TL 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5%

TL 2 31 menit s.d. < 61 menit 1%
TL3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25%

2 91 menit dan atau tidak
TL 4 mengisi daftar hadir masuk 1,5%
kerja

b. PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Pulang
Sebelum Lama Pulang Kerja Sebelum Prosentase
Waktu Waktunya Pengurangan
(PSW)
PSW 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5%
PSW 2 31 menit s.d. < 61 menit 1%
PSW 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25%
2 91 menit dan atau tidak o
e mengisi daftar hadir Pulang kerja 1,55%

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

-

-t
SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008




